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PUTUSAN  
Nomor 151 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG 

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai 

berikut dalam perkara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI),  

diwakili  oleh: 

1. ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, selaku Ketua Pengurus Yayasan 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);  

2. KHOLISOH, selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia (WALHI);  

3. AHMAD SYAMSUL HADI, selaku Bendahara Yayasan Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);  

Ketiganya beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14,  Mampang, 

Jakarta Selatan 12790; 

Dalam hal ini  memberi kuasa kepada: 

1. Wihartono, SH.

2. Drs. Edmund Wahyu Indrawan, SH. 

3. I Ketut Sutresna, SH. 

4. Dewa Putu Alit Sunarya, SH.

5. Bambang Triyanto, SH. 

6. I Wayan Suardana, SH. 

7. Anak Agung Made Eka Dharmika, SH. 

8. I Gusti Agung Jaya Putra, SH. 

9. A.A. Gde Anom Wedhaguna, SH.

Kesemuanya  Advokat  serta Pembela Hukum Publik, beralamat di    di Jalan 

Dewi Madri IV Nomor 2, Denpasar,  berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal  07 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

1. GUBERNUR BALI, berkedudukan di Kantor  Pemerintah Provinsi Bali, 

Jalan Basuki Rahmat-Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada:
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1. J. Robert  Khuana, SH., Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 

Nomor 206 C, Denpasar.

2. Drs. I Ketut Ngastawa, SH., Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 

Nomor 206 C, Denpasar.

3. Dr. Simon Nahak, SH.,MH., Advokat, beralamat di Jalan Kenyiri Nomor 

15 A, Denpasar. 

4. Nyoman Sumantha, SH., Advokat, beralamat di Jalan Nangka Utara 

Gang Sari Indah Nomor 25, Denpasar;

5. I Made Djaya, SH.,  Advokat, beralamat di Perumahan Graha Renon 

Nomor 8, Jalan Raya Puputan Denpasar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  Nomor 183/87/HK  tanggal 24 Januari 

2013; 

2 PT. TIRTA RAHMAT BAHARI, diwakili oleh I NYOMAN SWIANTA, 

selaku Direktur Utama PT. TIRTA RAHMAT BAHARI,  berkedudukan di 

Jalan Munggu Kapal, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, 

Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 

1. Warsa T. Bhuwana, SH.,MM. 

2. Ni Wayan Sugiartha, SH. 

3. Widi Trisnawati, SH. 

4. Dewi Dharmawati, SH.

5. I Gede Bina, SH. 

Kesemuanya Advokat, “WARSA T. BHUWANA & ASSOCIATES”, 

berkantor di Jalan Sekar Tunjung XII-167, Gatot Subroto Timur,  Denpasar, 

berdasarkan Surat  Kuasa Khusus Nomor 06.SK-Wa/I/ 2012 tanggal 25 

Januari 2014;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/ Tergugat 

dan Tergugat II Intervensi;

       Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang 

Pemohon Kasasi  dahulu  sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang 

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/Tergugat dan 

Tergugat II Intervensi di muka persidangan  Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 

pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa yang menjadi “Objek Sengketa  Tata Usaha Negara” adalah Keputusan 

Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/HK/2012  tentang Pemberian Izin  Pengusahaan 

Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan  Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA)  

Ngurah Rai , Provinsi Bali  seluas  102,22  Ha  (seratus  dua koma dua puluh dua hektar)  

kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal  27 Juni 2012  untuk selanjutnya 

disebut sebagai  (KTUN Objek Sengketa);  

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT  

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah organisasi yang berbentuk Yayasan, bernama 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang tumbuh secara swadaya 

ditengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka 

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, 

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan; 

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat, Pengurus Yayasan diberikan 

hak untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal 

dan dalam segala kejadian sebagaimana termaktub dalam berdasarkan Pasal 16 

ayat (5) Anggaran Dasar Penggugat, menyatakan  “Pengurus berhak mewakili 

Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala 

kejadian”;   

3. Bahwa yang dimaksud dengan Pengurus Yayasan adalah sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Penggugat menyatakan: 

“Pengurus adalah Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan 

yang sekurang-kurangnya terdiri dari:  

a. Seorang Ketua;  

b. Seorang Sekretaris;  

c. Seorang Bendahara;  

4. Bahwa Abetnego Panca Putra Taringan, Kholisoh Dan Ahmad Syamsul Hadi  

adalah  Pengurus  Yayasan,  masing-masing   selaku   Ketua,  Sekretaris dan 

Bendahara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina 

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP Nomor 01 tanggal 3 Agustus 

2012 yang dibuat oleh ARMAN LANY, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan 

di Kota Jakarta Selatan, maka oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama 

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI);  

5. Bahwa Penggugat telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/atau 

Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) bahwa tujuan 
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didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Penggugat 

secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari Yayasan 

adalah di bidang kemanusiaan.    Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar 

Penggugat pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan Penggugat 

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menjalankan kegiatan 

berikut salah satunya adalah: “Pengembangan Program Lembaga Swadaya 

Masyarakat” di dalam:  

a. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada 

serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;  

b. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi 

kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara 

manusia dan alam lingkungannya;  

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin 

mengikut sertakan anggota masyarakat secara luas;  

6. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun  1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun  

1999 tentang Kehutanan dimana peraturan tersebut telah mengatur hak gugat 

organisasi untuk kepentingan masyarakat telah diakui sepanjang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;   

b. Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan 

tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan 

publik; 

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;   

7. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat lembaga diatur secara 

tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut 

UUPPLH) sebagai berikut:  

a. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan 

untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;  
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b. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan 

tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran 

riil; 

c. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi 

persyaratan:  

1. Berbentuk Badan Hukum;  

2. Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut 

didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;  

3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya 

paling singkat  2 (dua) Tahun ;  

8. Bahwa kepentingan hukum dan Legal Standing Penggugat dalam mengajukan 

gugatan bagi kepentingan penyelamatan lingkungan hidup ini, juga telah diakui 

dalam praktek Pengadilan dan menjadi yurisprudensi antara lain:  

a. Putusan  Perkara  Inti  Indorayon  Utama  (IIU)  pada Tahun  1989, dalam  

perkara Nomor 820/Pdt.G/1988/PN.JKT.PST, dimana Majelis Hakim 

mengakui hak Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 

untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan 

lingkungan hidup. Putusan ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang 

Lingkungan Hidup yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya telah 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/PDT.G/ 2000/

PN.Jak.Sel, Yayasan WALHI melawan PT. Freeport Indonesia;  

c. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam 

Perkara Sengketa Tata Usaha Negara  Nomor 75/G.TUN/ 2003/PTUN.JKT 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga diakui haknya untuk 

mewakili kepentingan umum/publik sebagai Tergugat Intervensi II dalam 

rangka membela kepentingan lingkungan hidup;  

d. Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945;   
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e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-II/2005 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2004 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999 tentang Kehutanan terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945;  

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang 

Pengujian UU Nomor 25 Tahun  2007 tentang Penanaman Modal;   

g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor   548/Pdt.G/2007/ 

PN.Jak.Sel, Yayasan WALHI dan kawan-kawan, Melawan  PT. Newmont 

Mihahasa Raya;  

h. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor  04/G/2009/

TUN.SMG, Yayasan WALHI Melawan Kepala Kantor Perizinan Terpadu 

Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik;  

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat telah memenuhi kriteria untuk 

mengajukan gugatan berdasarkan legal standing sesuai dengan Pasal 92 UU 

PPLH dan sebagai badan hukum perdata sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun  2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

5 Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian 

Penggugat memiliki ius standi atau kedudukan hukum untuk mengajukan 

gugatan atas nama lingkungan hidup ke Pengadilan, termasuk dalam perkara 

ini;  

10. Bahwa berdasarkan hal diatas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan 

gugatan sengketa Tata Usaha Negara atas keputusan Tergugat yang merugikan 

kepentingan hukum Penggugat;   

II. DASAR HUKUM GUGATAN  

Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:  

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan oleh Penggugat adalah Keputusan 

Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin 

Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan 

Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas 102,22 Ha (seratus dua 

koma dua puluh dua hektar)  kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI 

tertanggal 27 Juni 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai KTUN objek 

sengketa;  

2. Bahwa Keputusan tersebut diatas baru Penggugat ketahui pada tanggal 6 

Oktober 2012 setelah keputusan tersebut diberitakan di media masa di Bali, 
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dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang 

dimungkinkan untuk diajukan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  

yang menentukan: 

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90  (Sembilan puluh) 

hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara”;  

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Romawi  V 

angka 3 menentukan:  

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi 

yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa 

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui 

adanya keputusan tersebut”;  

dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan di daftarkan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah benar dan berkesesuaian dengan 

ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) 

Nomor 2 Tahun  1991 yaitu sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan 

oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan, dihitung 

secara kasuistis;  

3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1 angka (12) dan angka (9) Undang-Undang Nomor  51 Tahun  

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:  

a. Tergugat, Gubernur Bali adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan 

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 

51 Tahun  2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 

Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  

b. Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan 

Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud 

Halaman 7 dari 99 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor  51 Tahun  2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana syarat-syaratnya adalah:   

1. Konkrit karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut 

nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu 

dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu: Izin Pengusahaan 

Periwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Ngurah Rai Provinsi Bali seluas  102,22 Ha (seratus dua 

koma dua puluh dua hektar) kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI;  

2. Individual bahwa, keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi 

PT. TIRTA  RAHMAT  BAHARI sebagaimana dimaksud dalam 

keputusan tersebut;  

3. Final karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu 

akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut sudah dapat 

melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Pengusahaan 

Periwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas  102,22 Ha (seratus dua 

koma dua puluh dua hektar);   

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah 

menerbitkan KTUN Objek Sengketa yang mengakibatkan kepentingan 

Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor   9 

Tahun  2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:  

“Orang atau Badan  Hukum  Perdata  yang  merasa kepentingannya dirugikan 

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis 

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata 

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan 

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;  

5. Bahwa sehubungan dengan keputusan a quo yang telah dikeluarkan oleh 

Tergugat, Penggugat  telah mengirimkan surat somasi Nomor  Istimewa, 

tertanggal 3 November 2012, perihal somasi/teguran/ peringatan yang pada 

pokoknya menyatakan keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang 

menerbitkan KTUN objek sengketa dan menuntut agar Tergugat dalam waktu 7 

x 24 Jam sejak surat diterima oleh Tergugat untuk segera mencabut dan 
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membatalkan KTUN objek sengketa.  Hal mana surat somasi tersebut dikirim 

via pos dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Desember 2012.  Atas 

somasi Penggugat tersebut, sampai dengan waktu yang ditentukan, Tergugat  

tidak memberikan jawaban;  

6. Bahwa selanjutnya karena Somasi dari Penggugat tidak ditanggapi oleh 

Tergugat sebagaimana tenggang waktu yang dimaksud dalam surat somasi 

Penggugat tersebut, maka melalui Surat Nomor 231/DE/WALHI/ XII/2012 

tertanggal 19 Desember 2012 tentang somasi-peringatan/ teguran II, Penggugat 

kembali melakukan somasi kepada Tergugat  yang pada pokoknya menuntut 

agar Tergugat dalam waktu 2 x 24 Jam sejak surat diterima oleh Tergugat untuk 

segera mencabut dan membatalkan KTUN objek sengketa somasi II dari 

Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada 21 Desember 2012 dan 

telah diberitakan oleh media massa sebagai berikut:  

a. Media Cetak  pada tanggal 22 Desember 2012.  

i. Judul berita: “Izin Tahura Tak Kunjung Dicabut; WALHI Kembali 

Somasi Gubernur” (Harian Balipost, hal. 1);   

ii. Judul Berita: “Gubernur Disomasi Lagi” (Radar Bali/Jawa Pos Grup, 

hal. 25);  

iii. Judul Berita: “Lagi Gubernur Pastika Disomasi; Soal Izin Pemanfaatan 

TAHURA  Mangrove” (Harian Bali Express/Radar bali Group, hal. 2);  

b. Media online:   

i. Pada tanggal 21 desember 2012; Bali-Antara News: “WALHI Kembali 

Somasi Gubernur”;  

(http://bali.antaranews.com/berita/31965/walhi-kembali-somasi  

Gubernur bali- diakses pada 21 Desember 2012 pukul 16.15);  

7. Bahwa atas somasi tersebut Tergugat sampai waktu yang ditentukan tidak 

dijawab oleh Tergugat. Tergugat melalui media massa baik cetak maupun 

elektronik pada pokoknya hanya menyatakan akan menjawab somasi dari 

Penggugat dan menyatakan bahwa KTUN objek sengketa masih dalam tahap 

pengkajian ulang.  Hal mana dapat dilihat pada media cetak: (1) Bali Post, 23 

Desember 2012: Hari ini, “deadline” somasi II WALHI; Gubernur Pastika 

Belum Pastikan Izin TAHURA  dicabut”;  

Di media online:  
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i. http://nasional.news.viva.co.id: “Gubernur Bali Siap jawab Somasi 

WALHI; (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/376976-gubernur-bali-

siap-jawab-somasi-walhi diakses pada 22 desember 2012 pukul 13.58 

Wita);  

ii. www.beritadewata.com: “ Gubernur Akui Akan Segera Jawab Somasi 

WALHI Bali; Izin Tahura masih sedang dalam kajian”;     

(http://beritadewata.com/Hukum_dan_Kriminal/Hukum/Gubernur Bali 

Akui_akan Segera_Jawab_Somasi_Walhi_Bali.html diakses pada 22 

Desember 2012 pukul 15.15 wita;   

Namun  demikian  sampai  waktu  yang  ditentukan  bahkan   hingga gugatan  

ini   diajukan   ke Pengadilan Tata Usaha Negara, somasi dari Penggugat tidak 

pernah dijawab  secara tertulis oleh Tergugat;  

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat  mengajukan gugatan 

perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;  

III. FAKTA-FAKTA HUKUM  

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 

1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam 

Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, 

Provinsi Bali seluas 102, 22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) 

kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 2012;   

2. Bahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat mengizinkan 

pendirian fasilitas akomodasi pariwisata berupa: 75 unit penginapan , 5 unit  

kios, 8 unit rumah makan, 10 unit holdock, 2 unit spa, 4 unit outbond, 2 unit 

kantor pengelolaan, 1 unit permainan air, 2 unit lobby, 5 unit coffee shop, 1 unit 

restaurant, 1 unit pool, 1 unit gedung serba guna, 1 unit area kegiatan publik, 1 

unit camp area, sedang toilet, gazebo dan tempat meditasi jumlahnya 

disesuaikan,  hal ini sesuai dengan lampiran keputusan a quo yakni gambar peta 

rencana tata letak (site plan) areal usaha sarana pengusahaan pariwisata alam 

sesuai dengan persetujuan prinsip Gubernur Bali Nomor  523.33/873/Dishut-4 

tanggal 29 Juli 2011 di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kelompok 

Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali, luas 102, 

22 Ha, Skala 1: 5000 sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Keputusan 

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.77/IV-

SET/2012 tentang  Pengesahan Rencana Pengusahaan Pariwisata ALam PT. 
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TIRTA RAHMAT BAHARI di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya Ngurah 

Rai, Provinsi Bali, Jangka Waktu Tahun  2012 s/d 2067.  

3. Bahwa sebelumnya, pada 27 Desember 2010, Tergugat telah mengeluarkan 

kebijakan moratorium (penghentian sementara) pembangunan bidang usaha 

jasa akomodasi di wilayah Bali Selatan yakni Kota Denpasar, Kabupaten 

Badung, Kabupaten Gianyar melalui surat Penghentian Sementara Penerbitan 

Persetujuan Prinsip (Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman 

Modal) untuk Bidang Jasa Usaha Akomodasi (Hotel Berbintang dan Hotel 

Melati) melalui Surat Gubernur Bali Nomor 570/1665/BPM tertanggal 27 

Desember 2010. Kebijakan Moratorium tersebut berlaku sejak 5 Januari 2011 

hingga adanya kajian detail terhadap kelayakan kebutuhan bidang usaha jasa 

akomodasi (Hotel Berbintang dan Hotel Melati) di Provinsi Bali.  

4. Bahwa terbitnya KTUN objek sengketa tidak diumumkan oleh Tergugat dan 

baru diketahui oleh sebagian besar masyarakat termasuk oleh Penggugat setelah 

hal tersebut diberitakan oleh media massa pada tanggal 6 Oktober 2012;  

5. Bahwa atas terbitnya KTUN objek sengketa, Penggugat melalui perwakilan 

Wilayah Bali bersama-sama dengan organisasi mahasiswa dan pemuda; Front 

Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (Frontier), Bali Outbond Community 

(BOC), dan komponen serta eksponen peduli lingkungan hidup di Bali yang 

tergabung dalam Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (kekal) Bali 

melakukan penolakan secara konsisten atas terbitnya keputusan a quo baik 

melalui dengar pendapat dengan Komisi III DPRD, melalui aksi unjuk rasa, 

diskusi-diskusi publik maupun audiensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Bali.  

6. Bahwa selain itu, terdapat penolakan atas terbitnya KTUN objek sengketa dari 

komponen masyarakat termasuk Banjar Adat di Pemogan serta anggota DPRD 

Provinsi Bali melalui media massa yang pada pokoknya meminta agar Tergugat 

segera mencabut dan membatalkan KTUN objek sengketa yang telah 

diterbitkan oleh Tergugat;   

7. Bahwa namun demikian Tergugat tetap bersikukuh menyatakan KTUN objek 

sengketa telah sesuai hukum dan tidak bersedia untuk mencabut KTUN objek 

sengketa;  

8. Bahwa terbitnya KTUN objek sengketa  telah pula ditolak oleh Pejabat 

Pemerintah dan Lembaga Legislatif diantaranya:   
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- Wakil Gubernur Bali telah menyatakan sikap menolak keputusan      a quo 

yang diterbitkan oleh Tergugat, halmana sikap tersebut disampaikan dan 

ditegaskan kembali dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali tanggal 30 

Oktober 2012;  

- Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali dalam sidang 

paripurna pada tanggal 16 Oktober 2012 telah menyatakan sikap menolak 

keputusan Tergugat  menerbitkan KTUN objek sengketa;  

DPRD Provinsi Bali telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan 

kepada Tergugat, Nomor  593/3630/DPRD tertanggal 7 November 2012, 

perihal: rekomendasi, pada pokoknya menyatakan:  

1. Meminta Gubernur membatalkan kerjasama antara Pemerintah Daerah 

Provinsi Bali dengan PT. TIRTA RAHMAT BAHARI yang tertuang 

dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/HK/2012 dan 

poin;  

2. Menyatakan: agar antara Gubernur dan Dewan selalu melakukan 

koordinasi dalam membuat kebijakan terkait dengan peman-faatan dan 

pengelolaan hutan mangrove yang berada di wilayah Provinsi Bali;  

9. Bahwa pada 30 Oktober 2012, setelah mendapat penolakan dari Fraksi-Fraksi 

dalam pandangan umum sidang paripurna DPRD Provinsi Bali,  Tergugat  

dalam jawabannya atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali 

menyatakan akan mengkaji ulang KTUN objek sengketa;   

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengirimkan surat  somasi  

Nomor Istimewa, tertanggal 3 November 2012, perihal somasi/ teguran/

peringatan yang pada pokoknnya menyatakan keberatan Penggugat atas 

tindakan Tergugat yang menerbitkan KTUN objek sengketa, dan dalam waktu 7 

x 24 Jam sejak surat somasi diterima oleh Tergugat untuk segera mencabut dan 

membatalkan KTUN objek sengketa, hal mana surat tersebut dikirim via pos 

dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Desember 2012. Bahwa atas 

somasi Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;   

11. Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor 231/DE/WALHI/XII/2012 tertanggal 

19 Desember 2012 tentang Somasi-Peringatan/Teguran II, Penggugat  kembali 

melakukan somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya menuntut agar 

Tergugat  dalam waktu 2 x  24 Jam sejak surat diterima oleh Tergugat untuk 

segera mencabut dan membatalkan KTUN objek sengketa, Somasi II dari 
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Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada 21 Desember 2012 dan 

telah diberitakan oleh media massa, sebagaimana yang telah Penggugat  uraikan 

pada Bab II.  angka 6 dan 7 gugatan Penggugat;  

IV. ALASAN GUGATAN  

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan KTUN objek 

sengketa  adalah sebagai berikut :  

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 

1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam 

pada Blok Pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai , 

Provinsi Bali seluas 102, 22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) 

kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI  tertanggal 27 Juni 2012.  

2. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan perbuatan 

yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 

Tahun   2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun   

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang menyebutkan bahwa:  

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-

asas pemerintahan yang baik; 

Adapun uraian mengenai alasan Penggugat  mengajukan gugatan ini adalah 

sebagai berikut:

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku:  

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan 

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya 

disebut dengan UU PPLH)  yang menyatakan:  

Ayat (1) : “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan 

dan keputusan izin lingkungan.”  

Ayat   (2) : yang menyatakan:  

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh 

masyarakat.”  
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Dalam penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan:  

“Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan 

informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta 

masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam 

prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses 

pengambilan keputusan izin.”   

Hal tersebut dapat Penggugat dijelaskan sebagai berikut:  

1.1. Bahwa  mengenai usaha dan atau kegiatan yang wajib  UKL-UPL 

telah diatur pada Pasal 34  ayat (1) menyatakan:   

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 

wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib 

memiliki UKL-UPL; 

1.2. Bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal 

atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) UU PPLH yakni:  

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau 

UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”;  

1.3. Bahwa izin usaha dan/atau kegiatan dapat diperoleh bila sudah 

mendapatkan ijin lingkungan sebagaimana Pasal 40 ayat (1) UU 

PPLH yang menyatakan: 

“Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin 

usaha dan/atau kegiatan.”  

1.4. Bahwa Pasal 41 UU PPLH menyatakan:   

“Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan 

Pemerintah”;   

1.5. Bahwa Peraturan Pemerintah  yang dimaksud pada poin 1.4 di atas 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun  2012 tentang Izin 

Lingkungan.   

Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan:  

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 

yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau 

UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
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hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau 

Kegiatan.”  

1.6. Bahwa pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  2012 

tentang izin lingkungan tersebut di atas juga menyatakan:  

“Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan  sebagai-mana  

dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur, atau Bupati/

Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.”  

1.7. Bahwa pengumuman atas usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL 

dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota 

sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun  2012 tentang Izin Lingkungan  yakni:  

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha 

dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung 

sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap 

secara administrasi.   

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan 

terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

diumumkan.  

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.  

1.8. Bahwa demikian pula atas izin lingkungan yang telah terbit wajib 

diumumkan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 49 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun  2012 tentang Izin Lingkungan yang 

menyatakan:  

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, 

atau Bupati/Walikota wajib diumumkan melalui media massa 

dan/atau multimedia.  
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(2) Pengumuman  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.   

1.9. Bahwa terkait dengan izin pengusahaan penyediaan sarana wisata 

alam dikawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kriteria 

wajib UKL-UPL sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan 

Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman 

Hutan Raya dan Taman Wisata Alam hal mana dinyatakan dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf d yang menyatakan:  

“Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (5), pemohon wajib:  

menyusun dan menyampaikan dokumen dokumen upaya 

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan”. 

1.10. Bahwa oleh karenanya, Tergugat  wajib mengumumkan kepada 

masyarakat baik mengenai permohonan izin maupun izin 

lingkungan yang telah diterbitkan oleh Tergugat terkait dengan izin 

Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai seluas 102,22 hektar yang diberikan 

kepada PT. TIRTA  RAHMAT BAHARI  baik melalui media 

massa dan/atau multimedia agar dapat diketahui dengan mudah 

oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas;  

1.11. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban untuk 

mengumumkan hal tersebut  diatas sebagaimana yang disyaratkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang telah  Penggugat  uraikan 

di atas.  

Maka dengan demikian Keputusan yang diterbitkan oleh  Tergugat, 

Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/HK/ 2012 tentang 

Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok 

Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah  

Rai,  Provinsi  Bali  seluas  102, 22  Ha  (seratus  dua koma dua 

puluh  dua hektar) kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI 

tertanggal 27 Juni 2012 bertentangan dengan:  
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- Undang-Undang 32 Tahun  2009 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup.  

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  2012 tentang Izin 

Lingkungan; 

2. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan bertentangan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan 

Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya dan Taman Wisata Alam.   

a. Bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dilaksanakan 

pemerintah halmana dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan atas 

zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman 

Wisata Alam, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan 

kepada koperasi, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, 

dan perorangan.  Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan:

“Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 

alam dilaksanakan oleh Pemerintah.”  

dalam penjelasannya  ayat (1) menyatakan:  

“Pada dasarnya pengelolaan kawasan pelestarian alam merupakan 

kewajiban dari Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh 

negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33 Undang-Undang Dasar 1945”;   

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan atas zona pemanfaatan 

taman nasional, taman  hutan raya,  dan taman  wisata alam, 

pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan kepada koperasi, 

Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, dan perorangan”;  

Ayat  (4)  menyatakan:  

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

b. Bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor  36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata 
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Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya 

dan Taman Wisata Alam;  

c. Bahwa ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) berikut penjelasannya 

mengandung makna bahwa pemberian hak pengusahaan atas zona 

Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman 

Wisata Alam kepada koperasi, Badan Usaha Milik Negara, 

perusahaan swasta, dan perorangan tidak menghilangkan kewajiban 

pemerintah sebagai pelaksana Pengelolaan Taman Nasional, Taman 

Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam karena hal tersebut sebagai 

konsekwensi yuridis penguasaan oleh negara atas sumber daya alam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan demikian maka pengusahaan pariwisata alam oleh pihak-

pihak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak boleh 

mengurangi hak penguasaan negara atas Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;  

d. Bahwa untuk itu, maka terhadap pemberian izin usaha penyediaan 

sarana wisata alam dibatasi dengan ketentuan-ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga 

Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata 

Alam yang menyatakan sebagai berikut:  

“Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan dengan 

ketentuan”;

a. Bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas Kawasan 

Taman Nasional, Taman Hutan Raya, atau Taman Wisata Alam;  

b. Tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;  

c. Hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan 

tertulis dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai 

kewenangannya;  

d. Luas areal yang di izinkan untuk dibangun sarana wisata alam 

paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang 

ditetapkan dalam izin;  
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e. Sarana wisata alam yang di bangun untuk wisata tirta dan 

akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf 

a dan huruf b, harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan 

dengan arsitektur budaya setempat; dan,  

f. Dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam 

disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah 

bentang alam”.  

e. Bahwa dalam KTUN objek sengketa  yang dikeluarkan oleh 

Tergugat sama sekali tidak memasukan ketentuan bukan sebagai hak 

kepemilikan atau penguasaan Taman Hutan Raya  dan ketentuan 

berupa larangan  untuk menjadikan izin usaha penyediaan sarana 

wisata alam sebagai jaminan atau agunan sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 18 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga 

Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam; 

f. Bahwa Tergugat hanya mencantumkan ketentuan sebagai-mana 

ketentuan dalam Pasal 18  PP 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan 

Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman 

Hutan Raya, Taman Wisata Alam dari huruf c , d, e,  f;  

g. Bahwa terhadap tidak dicantumkannya atau tidak dimasukan-nya 

ketentuan Pasal 18 huruf a dan b Peraturan Pemerintah dimaksud 

tersebut merupakan celah hukum yang dapat menimbulkan masalah 

hukum dikemudian hari yang akan bertentangan dengan ketentuan 

yang dimaksud dalam Peraturan pemerintah yang dimaksud tersebut, 

termasuk pula dapat mencederai hakikat dan tujuan dari 

Pemanfaatan Kawan Taman Hutan Raya sebagaimana yang diatur 

dalam peraturan Perundang-Undangan baik Undang-Undang Nomor 

5 Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya; 

Bahwa oleh karena tidak dicantumkannya ketentuan huruf a dan b 

dari Pasal 18 pada Peraturan Pemerintah yang dimaksud maka dapat 

dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat yakni Keputusan Gubernur 

Bali Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin 

Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan 
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Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas 

102, 22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT. 

TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 2012 bertentangan 

dengan: 

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.   

• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2010 tentang  

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.  

3. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan 

dengan Asas Tanggung  Jawab Negara, Asas Kelestarian dan 

Keberlanjutan, Asas Keserasian dan Keseimbangan, Asas Keadilan, 

Asas Ekoregion, Asas Partisipatif, Asas Kearifan Lokal,  Asas Tata 

Kelola Pemerintahan yang Baik sebagaimana Pasal 2  huruf  a,  b,  c,  g,  

h,  k,  l,  m  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut 

dengan UU PPLH);  

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU 

PPLH) merupakan payung bagi semua kebijakan terkait lingkungan 

yang lahir setelahnya. Undang Undang ini memuat serangkaian prinsip 

yang harus ada dalam setiap kebijakan lingkungan hidup. Pada Pasal 2  

UU PPLH menyatakan:  

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan 

berdasarkan asas”:  

a. Tanggung jawab negara;  

b. Kelestarian dan keberlanjutan;  

c. Keserasian dan keseimbangan;  

d. Keterpaduan;  

e. Manfaat;  

f. Kehati-hatian;  

g. Keadilan;  

h. Ekoregion;  

i. Keanekaragaman hayati;  
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j. Pencemar membayar;  

k. Partisipatif;  

i. Kearifan lokal;  

m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan;  

n. Otonomi daerah;  

Bahwa terhadap keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat 

bertentangan dengan Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, g, h, I, j, k, m. hal 

tersebut dapat dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat bertentangan 

dengan Asas Tanggung Jawab Negara  sebagaimana Pasal 2 huruf a 

UU PPLH:  

i. Bahwa berdasarkan penjelasannya yaitu: yang dimaksud dengan 

“asas tanggung jawab negara” adalah:  

a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa 

kini maupun generasi masa depan;  

b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat;  

c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan 

sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup;  

ii. Bahwa selain itu, dalam Penjelasan atas UU PPLH juga 

dijelaskan bahwa “lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi 

dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab 

negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.”;  

iii. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat  jelaskan pada  Bab  

IV angka 7 huruf A poin 2 di atas, bahwasannya dalam 

keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat, tidak sepenuhnya 

mencantumkan ketentuan yang diatur oleh Pasal 18 huruf a dan 

b PP 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di 

Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan 

Taman Wisata Alam. Hal tersebut akan berakibat pada 

merosotnya kualitas lingkungan hidup sehingga tidak akan dapat 
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memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 

dan mutu hidup rakyat baik generasi kini maupun generasi 

mendatang sebagaimana ketentuan dalam penjelasan mengenai 

asas tanggung jawab negara sebagaimana diuraikan di atas;  

iv. Bahwa dalam keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat juga 

tidak menunjukan itikad yang serius dari Tergugat untuk 

mencegah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Patut diperhatikan 

secara serius ketentuan dalam  KTUN objek sengketa yang 

menunjukan bahwa Tergugat memberikan celah hukum bagi 

terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni pada Lampiran 

keputusan tersebut angka II. mengenai pelaksanaan pada huruf 

B Bidang Pemanfaatan, hal mana pada angka 3 menentukan 

sebagai berikut:  

(3) Perusahaan dalam membangun sarana dan prasarana 

pariwisata alam didasarkan kepada design fisik dan site plan 

yang telah sahkan dan dilarang menebang pohon tanpa izin 

khusus yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Bali;  

Frase tersebut di atas tidak memberikan penjelasan dan batasan-

batasan serta klasifikasi bagi aktifitas penebangan yang 

diperbolehkan dan diizinkan secara khusus tersebut. Tanpa 

adanya penjelasan, batasan serta klasifikasi dari tindakan 

penebangan yang dapat diizinkan secara khusus oleh Dinas 

Kehutanan Provinsi Bali tentu memberikan peluang serta celah 

hukum bagi terjadinya abuse of aoutharity sehingga dapat 

berakibat terjadinya perusakan lingkungan hidup khususnya 

berupa praktek penebangan terhadap pohon bakau di areal 

pemanfaatan yang di izinkan Tergugat; Padahal hutan mangrove 

mempunyai fungsi yang signifikan dalam mitigasi bencana alam 

dan mitigasi perubahan iklim. Jika ditinjau dari beberapa aspek, 

terutama dalam aspek fisika dan aspek kimia. Dari sisi aspek 

fisika, mangrove berperan sebagai pelindung garis pantai dari 

ancaman abrasi yang disebabkan meluapnya air laut ke daratan. 

Hutan bakau meredam efek destruksi dari gelombang  pasang, 
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dan barperan sebagai  pelindung dengan mengurangi  atau 

menghambat kecepatan tiupan angin ribut dan badai. Dari aspek 

kimia, hutan bakau berperan sama halnya dengan fungsi hutan 

pada umumnya, yaitu mengurangi terjadinya polusi udara 

dengan menyerap gas karbondioksida (Co2) yang berada di 

udara kemudian menghasilkan oksigen (O2) yang kemudian 

digunakan oleh mahluk hidup untuk menjalani proses 

kehidupannya. Kawasan mangrove juga  dapat menyerap limbah 

buangan yang telah mencemari laut baik limbah domestik yang 

berasal dari rumah tangga, limbah yang berasal dari lalu lintas 

perkapalan ataupun yang berasal dari darat. Bahkan patut 

diketahui bahwa berdasarkan penelitian hutan mangrove 

mempunyai kemampuan menyerap Co2 jauh lebih besar 

dibandingkan dengan hutan darat tropis lainnya. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bila penebangan satu pohon bakau 

sangat berpengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan hidup 

dan kelangsungan hidup manusia.  

Oleh karenanya, KTUN objek sengketa yang memberikan celah 

hukum bagi penebangan pohon bakau menunjukan bahwa 

Tergugat tidak secara serius mencegah dilakukannya kegiatan 

pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan 

lingkungan hidup. Hal ini menunjukan pula bahwa Tergugat 

tidak memahami mengenai mitigasi bencana dan kebijakan yang 

adaptif terhadap perubahan iklim. Akibat lainnya tentu saja 

warga negara atau masyarakat akan kehilangan hak 

konstitusionalnya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan 

sehat dan pada saat yang sama hal ini berarti Negara tidak serius 

menjamin hak konstitusional warga negara tersebut.    

Oleh karenanya ketentuan dalam keputusan a quo yang 

dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas 

telah nyata bertentangan dengan asas tanggungjawab negara 

sesuai Pasal 2 huruf a UU PPLH.   

b. Bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan sesuai Pasal  

2 huruf  b UU PPLH yakni:  
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Bahwa penjelasan Pasal 2 huruf b menyatakan yang dimaksud 

dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap 

orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi 

mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan 

melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 

memperbaiki kualitas lingkungan hidup:  

i. Bahwa berdasarkan penelitian Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata bekerjasama dengan Universitas Udayana Tahun  

2010 sebagaimana dirilis dalam berita media massa, Bali Selatan 

telah kelebihan kamar hotel sebanyak 9800 Oleh karenanya 

direkomendasikan agar di Bali Selatan dilakukan moratorium 

pembangunan akomodasi pariwisata.  

ii. Bahwa Tergugat telah pula mengeluarkan kebijakan moratorium 

(penghentian sementara) pembangunan bidang usaha jasa 

akomodasi di wilayah Bali Selatan yakni di Kota Denpasar, 

Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar melalui surat 

Penghentian Sementara Penerbitan Persetujuan Prinsip 

(Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal) 

untuk Bidang Jasa Usaha Akomodasi (Hotel Berbintang dan 

Hotel Melati) melalui Surat Gubernur Bali Nomor 570/1665/

BPM tertanggal 27 Desember 2010. Kebijakan Moratorium 

tersebut  berlaku sejak 5 Januari 2011 hingga adanya kajian 

detail terhadap kelayakan kebutuhan bidang usaha jasa 

akomodasi (Hotel Berbintang dan Hotel Melati) di Provinsi Bali.   

iii. Bahwa berdasarkan penelitian, salah satu faktor kekuatan dalam 

arahan strategis pengembangan pariwisata alam di kawasan 

Tahura Ngurah Rai adalah telah tersedianya fasilitas pendukung 

berupa potensi akomodasi pariwisata dengan jumlah 40.000 

kamar penginapan baik hotel berbintang dan  non   bintang  di  

sekitar   kawasan  TAHURA  Ngurah  Rai  sehingga   tidak 

diperlukan lagi membangun penginapan di dalam kawasan 

TAHURA Ngurah Rai;  
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iv. Bahwa KTUN objek sengketa Tergugat mengijinkan pendirian 

fasilitas akomodasi pariwisata berupa: 75 penginapan sesuai 

dengan lampiran keputusan a quo yakni gambar peta rencana 

tata letak (site plan) areal usaha sarana pengusahaan pariwisata 

alam sesuai dengan persetujuan prinsip Gubernur Bali Nomor  

523.33/873/Dishut-4 tanggal 29 Juli 2011 di kawasan Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa 

(RTK.10) Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali, luas 102, 22 

Ha, Skala 1: 5000 sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam Nomor SK.77/IV-SET/2012 tentang 

Pengesahan Rencana Pengusahaan Pariwisata ALam PT. TIRTA 

RAHMAT BAHARI di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai, Provinsi Bali, Jangka Waktu Tahun  2012  s/d  

2067; 

v. Bahwa pemberian izin pendirian akomodasi pariwisata berupa 

75 buah penginapan di kawasan TAHURA Ngurah Rai tersebut 

bertentangan dengan keadaan-keadaan yang telah diurai 

Penggugat di atas, baik dengan penelitian-penelitian maupun 

kebijakan publik (public policy) yang dikampanyekan oleh 

Tergugat;  

vi. Bahwa oleh karenanya KTUN objek sengketa tidak sesuai 

dengan asas kelestarian dan keberlanjutan karena pada dasarnya 

penambahan 75 penginapan di dalam kawasan TAHURA 

Ngurah Rai jelas akan menambah jumlah kamar penginapan 

yang sudah berlebihan di Bali Selatan, selain itu tentu saja 75 

buah Penginapan tersebut akan berpengaruh terhadap ekosistem 

mangrove serta berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup 

sehingga hal tersebut akan menimpa generasi mendatang;   

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keputusan       a quo 

yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas 

kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana Pasal 2 huruf b UU 

PPLH;  
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c. Bertentangan dengan asas keserasian dan keseimbangan 

sebagaimana Pasal 2 huruf  c  UU PPLH;  

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf c UU PPLH yang dimaksud 

dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa 

pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek 

seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta 

pelestarian ekosistem”;   

i. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat paparkan pada huruf 

b diatas mengenai keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat 

bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, halmana 

Tergugat tidak memperhatikan aspek kelestarian dan 

keberlanjutan maka dalil tersebut juga Penggugat dalilkan pada 

huruf c ini.   Selain bertetangan dengan asas kelesatarian dan 

keberlanjutan, keputusan a quo juga bertentangan dengan asas 

keserasian dan keseimbangan;   

ii. Bahwa  rencana pemanfaatan sebagaimana yang terdapat dalam 

keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat  semata-mata 

hanya memperhatikan aspek kepentingan ekonomi dengan 

memberikan izin pembangunan penginapan sebanyak 75 buah 

padahal beberapa penelitian di Bali telah menunjukan bahwa 

Provinsi Bali khususnya Bali Selatan telah mengalami kelebihan 

kamar sehingga penambahan jumlah penginapan di kawasan 

TAHURA Ngurah Rai tentu saja menambah padat keadaan 

tersebut.  

iii. Selain itu, perencanaan pembangunan 75 penginapan juga 

terlihat tidak memperhitungkan potensi akomodasi yang telah 

banyak tersedia di sekitar kawasan  TAHURA  Ngurah Rai 

sehingga tidak diperlukan pembangunan akomodasi wisata di 

dalam kawasan TAHURA Ngurah Rai. Oleh karena itu, 

sepatutnya dalam keputusan a quo oleh Tergugat  tidak 

memberikan izin bagi pembangunan akomodasi pariwisata di 

dalam kawasan (TAHURA) Ngurah Rai karena sekecil apapun 

aktifitas akomodasi pariwisata akan berpengaruh terhadap 

kualitas  ekosistem  mangrove;  
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iv. Bahwa selain itu, keputusan a quo yang dikeluarkan oleh 

Tergugat, terdapat ketidak seimbangan hak dan kewajiban dalam 

izin tersebut. PT. TIRTA RAHMAT BAHARI  diberikan izin 

pengusahaan pariwisata alam seluas 102,22 hektar di blok 

pemanfaatan dengan pemberian izin pembangunan berbagai 

fasilitas penunjang pariwisata yang banyak namun kewajiban 

yang dibebankan kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI 

sangat sedikit. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:   

a. Bahwa PT. TIRTA RAHMAT BAHARI tidak mempunyai 

kewajiban guna memelihara keseluruhan kawasan atau 

seluas 1.373, 55 hektar namun sebagian besar kewajiban 

yang dibebankan kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI 

hanya sebatas wilayah kerjanya atau seluas 102, 22 hektar. 

Kalaupun ada kewajiban PT. TIRTA RAHMAT BAHARI 

terhadap seluruh kawasan TAHURA  Ngurah Rai tersebut, 

hal tersebut hanya sebatas hal-hal  sebagai berikut:  

- PT. TIRTA RAHMAT BAHARI hanya diwajibkan 

membantu Tergugat melakukan pemetaan hutan, 

melakukan pengamanan dan sebatas melaporkan kepada 

Tergugat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali bila ada 

kerusakan;   

Keadaan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Tergugat 

di media massa yang selalu menyatakan seolah-olah PT. 

TIRTA RAHMAT BAHARI akan  melestarikan  seluruh   

kawasan   (TAHURA)   Ngurah   Rai dengan melakukan 

pembersihan sampah dikawasan tersebut, namun secara 

terang benderang tidak tertera dan tercantum dalam KTUN 

objek sengketa;  

b. Bahwa ketimpangan tersebut secara nyata telah membantah 

pernyataan Tergugat yang di beberapa media massa 

mendalilkan bahwa terbitnya (KTUN) objek sengketa adalah 

berdasarkan keadaan mangrove di TAHURA  Ngurah Rai 

yang kritis karena ancaman sampah yang mengancam 

kelestarian pertumbuhan bakau dan mengancam kelestarian 
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mangrove di kawasan tersebut sehingga merasa patut 

mengizinkan PT. TIRTA RAHMAT BAHARI untuk dapat 

memelihara kelestarian hutan mangrove TAHURA  Ngurah 

Rai tersebut. Seolah-olah  PT. TIRTA RAHMAT BAHARI 

diwajibkan memelihara kelestarian seluruh kawasan 

mangrove TAHURA  Ngurah Rai yakni seluas 1.373,55 

hektar. Padahal kenyataannya tidak ada satupun ketentuan 

dalam (KTUN) objek sengketa yang membebankan 

kewajiban kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI dalam 

pengusahaan pariwisata alam tersebut untuk memelihara 

kelestarian seluruh kawasan mangrove TAHURA Ngurah 

Rai terutama kewajiban membersihkan seluruh Kawasan 

Tahura dari ancaman sampah sebagaimana yang seringkali 

disampaikan oleh Tergugat di media massa;   

c. Bahwa oleh karenanya antara hak dan kewajiban yang di 

emban oleh PT. TIRTA RAHMAT BAHARI  tidak 

berimbang.  Terlebih hal itu terjadi ditengah situasi hutan di 

Bali yang yang defisit seluas 8% maka pemanfaatan 

TAHURA Ngurah Rai dengan ketimpangan hak dan 

kewajiban tersebut menunjukan bahwa izin mengusahaan 

pariwisata alam yang diberikan kepada PT. TIRTA 

RAHMAT BAHARI semata-mata hanya mendasarkan  pada  

kepentingan  ekonomi, tanpa  memperhatikan aspek  

perlindungan dan kelestarian lingkungan ekosistem; 

Bahwa oleh karenanya secara jelas terlihat bahwa keputusan 

a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan 

asas keserasian dan keseimbangan sebagaimana Pasal 2 

huruf c UU PPLH;   

d. Bertentangan dengan asas keadilan sesuai Pasal 2 huruf g 

UU PPLH:  

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 
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warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun 

lintas gender;  

Bahwa selain ditetapkan sebagai kawasan Taman Hutan 

Raya sesungguhnya secara faktual  kawasan mangrove di 

Teluk Benoa juga berfungsi sebagai kawasan lindung 

nasional dan kawasan mitigasi bencana. Hal ini Penggugat  

uraikan secara lebih detail pada huruf e dibawah ini terkait 

dengan dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat 

melanggar asas ekoregion;  

Bahwa oleh karenanya sebagai kawasan genting dan rawan 

bencana maka kawasan mangrove tidak saja menjadi 

kawasan mitigasi bencana untuk wilayah penyangga saja 

namun juga sebagai kawasan genting bagi kepulauan Bali 

yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil. Bilamana 

pengelolaan dilakukan tanpa memperhatikan perlindungan 

dan kelestarian ekosistem, tanpa memperhatikan aspek-aspek 

lain dan semata-mata hanya menggunakan landasan hukum 

bagi pengusahaan blok pemanfaatan TAHURA Ngurah Rai, 

maka kebijakan Tergugat melalui (KTUN) objek sengketa  

tidak mencerminkan asas keadilan; 

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat dalam menerbitkan 

keputusan a quo telah melanggar asas keadilan sebagaimana 

Pasal 2 huruf g UU PPLH. Secara ilmiah hutan mangrove di 

Bali Selatan berfungsi sebagai pengendali interusi air laut, 

mereduksi  polutan  dan  pencemaran  air untuk menjaga 

kualitas air serta  tempat berbagai jenis fauna dan biota laut 

berkembang biak. Hutan Mangrove di Bali Selatan juga 

berfungsi meminimalisir efek dari Tsunami karena, Bali 

memiliki sejarah terkena Tsunami, setidaknya telah tujuh 

kali Bali mendapat Tsunami dari tahun  1818 sampai 1994 

dengan rata-rata kejadian setiap 25 tahun;  

e. Bertentangan dengan asas ekoregion sebagaimana Pasal 2 

huruf h UU PPLH;   
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Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, 

kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan 

lokal;  

Dalam keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat  

bertentangan dengan asas ekoregion halmana dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Bahwa Bali adalah gugus pulau kecil dengan sumber 

daya alam yang terbatas ekosistem dan kondisi yang 

berbeda dengan daerah-daerah lain;  

2. Bahwa kawasan mangrove di Teluk Benoa secara hukum 

adalah berstatus sebagai taman hutan raya dengan nama 

Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai. Namun bila 

dicermati secara faktual kawasan mangrove di kawasan 

Teluk Benoa tersebut secara fungsi juga sebagai kawasan 

lindung nasional lainnya yakni sebagai kawasan 

perlindungan setempat: sempadan pantai; kawasan suaka 

alam dan cagar budaya yakni: kawasan pantai berhutan 

bakau; dan kawasan rawan bencana alam yakni: kawasan 

gempa bumi sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang 

(selanjutnya disebut UU Tata Ruang) yang menyatakan:  

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan 

terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya”;  

Dalam penjelasannya dinyatakan:  

“...Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:  

a. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, 

sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar 

danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;  

b. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, antara lain, 

kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan 

perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, 
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taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, 

cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar 

budaya dan ilmu pengetahuan;  

c. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan 

rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa 

bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan 

gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; 

dan...”;   

Bahwa selain itu, kawasan tersebut diatas juga adalah 

kawasan yang rawan bencana geologi khususnya kawasan 

rawan tsunami, kawasan rentan gerakan tanah. Hal tersebut 

di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

I. Kawasan Sempadan Pantai.   

Bahwa di dalam kawasan TAHURA Ngurah Rai terdapat 

kawasan perlindungan setempat yakni kawasan 

sempadan pantai yang patut mengacu kepada ketentuan 

Pasal Pasal 56 ayat (1) UU Tata Ruang: “sempadan 

pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) 

huruf a ditetapkan dengan kriteria:  

a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling 

sedikit 100 m dan titik pasang air laut tertinggi ke 

arah darat atau,  

b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan 

kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak 

proporsional terhadap bentuk dan  kondisi fisik 

pantai.   

Pasal 100 ayat (1): ”Peraturan zonasi untuk sempadan 

pantai disusun dengan memperhatikan:  

a Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;   

b Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk 

mencegah abrasi;  

c Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang 

kegiatan rekreasi pantai;  
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d Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang 

dimaksud pada huruf c;  

e Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat 

menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;   

Bahwa dalam Pasal 39  ayat ayat (9) Perda Nomor 27 

Tahun  2011 tentang RTRW Kota Denpasar mengatur 

pula kawasan perlindungan setempat khususnya kawasan 

sempadan pantai, yang selengkapnya menyatakan:  

Ayat (9) menyatakan:  

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas sebaran kawasan 

sempadan pantai sepanjang kurang lebih 36,6 (tiga 

puluh enam koma enam) kilometer panjang pantai 

dengan luas kurang lebih 169 (seratus enam puluh 

sembilan) hektar, terdiri atas kombinasi pantai berpasir 

alami, pantai hasil penimbunan, pantai berhutan bakau, 

pantai bertembok dan pantai hasil reklamasi.   

Oleh karenanya mengingat kawasan TAHURA Ngurah 

Rai adalah pantai berhutan bakau sebagaimana yang juga 

termaktub dalam Pasal 40 ayat (1), (2), (3) Perda Nomor 

27 Tahun  2011 tentang  RTRW Kota Denpasar 

(selanjutnya  lebih  detail  dibahas  dalam  point  ii  

dibawah  ini)  maka  secara yuridis kawasan TAHURA 

Ngurah Rai adalah merupakan kawasan perlindungan 

setempat yakni sebagai kawasan sempadan pantai, 

sehingga dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 

kawasan TAHURA Ngurah Rai tidak semata-mata hanya 

mendasarkan kebijakan pada status hukum kawasan 

tersebut sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) namun 

patut memperhatikan aspek kawasan tersebut sebagai 

kawasan sempadan pantai.  

ii. Kawasan Pantai Berhutan Bakau. 

Bahwa selain itu kawasan tersebut secara faktual adalah 

kawasan pantai berhutan bakau. Walaupun ditetapkan 
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sebagai kawasan TAHURA, sepatutnya juga diingat 

bahwa kawasan tersebut juga adalah kawasan pantai 

berhutan bakau, semestinya mengikuti aturan terkait 

kawasan pantai berbakau. Sehingga Tergugat  patut pula 

memperhatikan zonasi dan ketentuan mengenai kawasan 

pantai berhutan bakau.   

Bahwa hal ini dinyatakan pula secara tegas dalam Pasal 

40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perda Nomor 27 Tahun  

2012 tentang RTRW Kota Denpasar yang menyatakan:  

(1) Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan, sebagaimana dimakud dalam Pasal 37 

ayat (1) huruf c, terdiri atas:  

a. Kawasan pantai berhutan bakau;  

b. Kawasan taman hutan raya;  

c. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau 

kecil;  

d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;  

(2) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana 

dimakud pada ayat (1) huruf a, keseluruhannya telah 

ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

terletak di Kecamatan Denpasar Selatan;  

(3) Kawasan Taman Hutan Raya, sebagaimana dimakud 

pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari 

TAHURA Ngurah Rai pada wilayah Kota Denpasar 

di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan seluas 

kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar 

dari 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar 

total luas TAHURA Ngurah Rai;  

Dengan demikian secara yuridis telah pula ditunjukan 

bahwa kawasan TAHURA Ngurah Rai adalah kawasan 

pantai berbakau sehingga dalam pengelolaannya wajib 

memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan pantai 

berhutan bakau dan tidak semata-mata dengan 
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“Kacamata Kuda” mendasarkan kebijakan pengelolaan 

sebagai kawasan TAHURA;  

iii. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Bahwa kawasan tersebut juga berkategori kawasan rawan 

bencana alam yakni kawasan rawan gempa bumi;  

Di sekitar Teluk Benoa adalah kawasan rawan gempa 

bumi (magnitude lebih dari 6 skala richter dengan pusat 

gempa pada kedalaman 33 samapai 90 km dan di lebih 

dari 90 km). kejadian gempa yang telah dialami wilayah 

Bali yaitu Tahun  1977 dan 1987.  

Berdasarkan penelitian Puslit Geoteknologi LIPI Tahun  

2010 mencatat peristiwa gempa bumi besar pada Tahun  

1862, 1890, 1917, 1938, 1961, 1977, 1979, 1985, 1987, 

2004 selatan Bali;  

iv. Kawasan Rawan Bencana Tsunami. 

Bahwa kawasan TAHURA  Ngurah Rai adalah kawasan 

rawan bencana geologi yakni kawasan rawan bencana 

tsunami sebagaimana Pasal 61 ayat (5) peraturan 

pemerintah Nomor 26 Tahun  2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional yang menyatakan:  

“Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf   e  ditetapkan   dengan   

kriteria   pantai   dengan   elevasi  rendah dan/atau 

berpotensi atau pernah mengalami”;  

Bahwa di sekitar Teluk Benoa adalah wilayah rawan 

Tsunami (masuk ke wilayah VIII, ketinggian gelombang 

1 meter sampai 5 meter kategori bahaya). Kejadian 

tsunami di kawasan pantai Bali yaitu Tahun  1818, 1848, 

1917, 1925, 1930, 1985 dan 1994;   

Bahwa dalam Pasal 41 ayat (3) huruf f Perda Nomor 27 

Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar telah pula 

mencantumkan bahwa kawasan yang TAHURA Ngurah 

Rai terutama kawasan yang diberikan izin pengusahaan 

pariwisata alam oleh Tergugat kepada PT. TIRTA 
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RAHMAT BAHARI adalah kawasan rawan Tsunami, 

Kelurahan Pemogan sebagai wilayah administratif yang 

mencakup kawasan tersebut adalah wilayah yang 

ditetapkan sebagai kawasan bencana tsunami. Pasal 41 

ayat (3) huruf f Perda Nomor  27 Tahun  2011 tentang 

RTRW Kota Denpasar menyatakan sebagai berikut:  

(3) Kawasan rawan tsunami, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, sebarannya terdiri atas:   

f. Kelurahan Pemogan, meliputi banjar/dusun 

Gelogor Carik, Kajeng, Rangkansari, 

Tempelasjuwet, Sakah, Teruna bhineka, dan 

Tangkas;  

v. Kawasan Rawan Gerakan Tanah.  

Bahwa selain sebagai kawasan TAHURA, kawasan ini 

juga merupakan Kawasan rawan gerakan tanah. Halmana 

berdasarkan penelitian puslit geoteknologi LIPI pada 

Tahun  2010 tentang potensi likuifaksi Sanur-Benoa 

berkesimpulan:  

“Wilayah Sanur-Pedungan-Serangan-Benoa Bali 

Selatan, kondisi geologi bawah permukaan tersusun 

oleh material pasir , lanau , lempung setempat pasir 

kasar yang mempunyai ketebalan mencapai 20-30 

meter ke arah  bagian  tengah   timur   cenderung   

semakin   menebal lapisan pasirnya dengan batuan 

dasarnya berupa batu gamping dari Formasi Selatan”;   

Hasil perhitungan analisis potensi likuifaksi dan 

penurunan di daerah ini menunjukan bahwa hampir 

semua titik pengujian mengindikasikan terjadinya 

likuifaksi dan penurunan. Zona likuifaksi 

terkonsentrasi di bagian tengah daerah studi pada 

kedalaman kisaran 0,2-1,5 meter;   

Konsentrasi penurunan yang tinggi terutama di 

daerah Sanur (CPTu-0101,10 dan 12), Serangan 
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(CPTu-02), Benoa (CPTu-15), Bualu (CPTu-06) dan 

Tanjung Benoa (CPTu-07), potensi likuifaksi yang 

diikuti penurunan lapisan tanah di wilayah ini perlu 

mendapat perhatian dalam pengembangan wilayah, 

pembangunan infrastruktur bangunan tinggi, sarana 

jalan dan jembatan untuk mendukung upaya 

pencegahan bencana gempa bumi di masa 

mendatang;    

vi. Kawasan Interusi Air Laut. 

Bahwa kawasan di sekitar TAHURA  Ngurah Rai adalah 

kawasan rawan interusi air laut dan in casu kawasan 

yang diizinkan untuk Pengusahaan Pariwisata Alam 

sebagaimana yang tertera dalam (KTUN) objek sengketa  

adalah termasuk kawasan rawan interusi air laut.   Hal ini 

tercantum pula dalam  Pasal 41 ayat (5) Perda Nomor  27 

Tahun  2011 tentang  RTRW Kota Denpasar 

menyatakan:  

“Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir 

pantai ke arah darat”;  

Bahwa berdasarkan paparan di atas sesungguhnya sudah 

menunjukkan jika kawasan mangrove di Teluk Benoa 

selain berstatus sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA)  

Ngurah  Rai  secara  geografis  adalah  berfungsi  sebagai   

kawasan lindung yakni kawasan perlindungan setempat 

kawasan rawan bencana alam yakni rawan gempa bumi. 

Selain itu kawasan tersebut merupakan kawasan rawan 

tsunami, kawasan rawan gerakan tanah. Dengan 

banyaknya status kawasan yang berhimpitan dengan 

(TAHURA) Ngurah Rai tersebut, maka tentu saja 

semestinya Tergugat memperhatikan pula ketentuan-

ketentuan yang terkait dengan hal tersebut, dalam 

menerbitkan (KTUN)  objek perkara;  
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Bahwa dalam keputusan a quo yang dikeluarkan oleh 

Tergugat, Tergugat tidak memperhatikan hal-hal sebagai-

mana yang Penggugat uraikan diatas. Tergugat semata-

mata hanya mempertimbangkan status hukum kawasan 

tersebut sebagai kawasan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) yang dalam pengelolaannya dapat diberikan 

hak pengusahaan pada blok pemanfaatan. Oleh 

karenanya jelas bahwa Tergugat telah mengabaikan asas 

ekoregion dalam penerbitan keputusan a quo.  Dengan 

demikian (KTUN) objek  sengketa yang dikeluarkan 

Tergugat  bertentangan dengan Pasal 2 huruf h UU 

PPLH;  

f. Bertentangan dengan asas partisipatif sebagaimana 

dinyatakan dalam  Pasal 2 huruf k UU PPLH;  

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota 

masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun 

tidak langsung;    

Bahwa terhadap ketidaktaatan Tergugat  pada asas 

partisipatif dalam menerbitkan (KTUN) objek sengketa telah 

Penggugat  uraikan pula dalam bagian huruf A angka 1 

mengenai (KTUN) objek sengketa  bertentangan dengan 

Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU PPLH;  

Bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut 

menyatakan:  

Ayat  (1) :   “Menteri,  Gubernur,   atau   Bupati/Walikota   

sesuai dengan  kewenangannya wajib mengumumkan setiap 

permohonan dan keputusan izin lingkungan”;    

Bahwa  penjelasan Pasal 39 (1) UU PPLH menyatakan 

bahwa tujuan “mengumumkan permohonan izin dengan cara 

yang yang mudah diketahui masyarakat” adalah 

memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang 
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belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, 

dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan 

keputusan izin;  

Bahwa adanya penolakan secara terbuka oleh masyarakat di 

sekitar Taman Hutan Raya Ngurah Rai serta pernyataan 

Banjar Adat di Desa Pemogan masyarakat sebagai 

penyanding kawasan di media massa yang menyatakan tidak 

mengetahui seluruh proses penerbitan  (KTUN)  objek 

sengketa  serta tidak mengetahui keputusan a quo yang 

dikeluarkan Tergugat menunjukan Tergugat sama sekali 

tidak melakukan pengumuman kepada masyarakat;   

Bahwa selain itu Tergugat tidak pula melakukan dengar 

pendapat dengan masyarakat bahkan keberatan masyarakat 

yang ditunjukan melalui serangkaian protes dan debat di 

media massa tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat;   

Bahwa yang paling memprihatinkan keberatan Wakil 

Gubernur Bali dan penolakan dari DPRD Provinsi Bali 

sebagai representasi rakyat, halmana pada 7 November 2012 

Ketua DPRD Bali menerbitkan  rekomendasi Nomor 

593/3630/DPRD yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang 

pada pokoknya menyatakan, 1. meminta Gubernur Bali 

membatalkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi 

Bali dengan PT. TIRTA RAHMAT BAHARI yang tertuang 

dalam surat keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/

HK/2012 dan pada poin 2 menyatakan: agar antara Gubernur 

dan Dewan selalu melakukan koordinasi dalam membuat 

kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan 

mangrove yang berada di wilayah Provinsi Bali sampai 

dengan gugatan ini diajukan  ke  Pengadilan Tata Usaha 

Negara Denpasar tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat;  

g. Bertentangan dengan asas kearifan lokal sebagaimana Pasal 

2 huruf l  UU PPLH;

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
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memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 

kehidupan masyarakat;  

Bahwa masyarakat Bali mengenal konsep kosmologi Tri 

Hita Karana sebagai falsafah hidup. Pada dasarnya Tri Hita 

Karana bermakna sebagai tiga hal yang mewujudkan 

kebaikan dan kesejahteraan yakni Parahyangan, yaitu 

hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia 

dengan Tuhan, Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis 

antara manusia dengan sesama manusia, dan Palemahan, 

yaitu hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia 

dengan alam. Palemahan merupakan hubungan manusia 

dengan alam lingkungannya, agar dapat menjaga dan 

melestarikan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan 

homogenisasi sehingga filosofi dan konsep Tri Hita karana 

telah menjadi pedoman umum dalam pembangunan di Bali;  

Bahwa dengan  pemberian izin pengusahaan pariwisata alam 

oleh Tergugat terutama pemberian izin bagi pembangunan 

akomodasi di dalam kawasan yang mengabaikan aspek-

aspek kelestarian lingkungan hidup, daya dukung dan daya 

tampung lingkungan termasuk mengabaikan keadaan-

keadaan lain seperti keadaan kawasan TAHURA sebagai 

kawasan genting dan kawasan mitigasi bencana, 

mengabaikan keadaan kelebihan kamar penginapan di Bali 

Selatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

menunjukan Tergugat  telah melanggar asas kearifan local;  

h. Bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik 

sebagaimana Pasal 2 huruf m UU PPLH:  

Bahwa yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan 

yang baik”  adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan;  

Bahwa asas-asas ini sama dengan yang selama ini dikenal 

dalam hukum tata usaha negara sebagai Asas-Asas Umum 
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Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang akan dibahas lebih 

lanjut dalam poin B di bawah;   

4. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat 

bertentangan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor  10 Tahun  2011 tentang Penundaan Pemberian Izin  Baru 

dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 

Gambut yang terbit sebelum diterbitkannya Keputusan a quo oleh 

Tergugat;  

a. Bahwa Inpres Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud 

diatas di terbitkan pada tanggal 20 Mei 2011, yang pada 

pokoknya memberikan instruksi kepada Menteri Kehutanan, 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala 

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Pembangunan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua 

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Ketua dan 

Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Ketua Satuan 

Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan  atau Ketua 

Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus 

dibidang Para Gubernur, Para Bupati/Walikota diantaranya:  

- Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai tugas, fungsi dan kewenangan  masing-masing 

untuk mendukung penundaan pemberian izin baru hutan 

alam primer dan lahan gambut yang berada dihutan 

konservasi, hutan lindung, hutan produksi biasa/tetap, 

hutan produksi yang dapat dikonservasi dan area 

penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam peta 

indikatif penundaan izin baru yang menjadi lampiran 

instruksi Presiden;   

b. Bahwa pada Diktum Ketiga Inpres tersebut telah 

menginstruksikan khusus kepada  seluruh instansi yang dituju 

dalam inpres tersebut termasuk kepada para Gubernur 

sebagaimana disebutkan dalam Diktum Ketiga angka 7 yang 

menyatakan:  

Para Gubernur:  
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“Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin 

lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta 

areal penggunaan lain berdasarkan peta Indikatif 

penundaan izin baru”;   

c. Bahwa Inpres ini berlaku selama 2 (dua) tahun  terhitung sejak 

inpres tersebut diterbitkan sebagaimana yang disebutkan 

dalam Diktum Kelima yang menyebutkan :  

“Penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian 

izin lokasi sebagimana dimaksud Diktum Ketiga 

dilakukan selama 2 (dua) Tahun  terhitung sejak Instruksi 

Presiden ini dikeluarkan”;   

Maka dengan demikian inpres tersebut diatas berlaku sejak 20 

Mei 2011 s/d 20 Mei 2013;   

d. Bahwa oleh karenanya, Tergugat adalah subjek hukum yang 

dituju oleh Inpres tersebut dan berkewajiban untuk 

melaksanakan seluruh ketentuan tersebut sebagaimana yang 

telah pula disebutkan dalam Diktum Kedelapan yang 

menyatakan:  

“Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh 

tanggung jawab”;  

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan amar Ketiga huruf d dan e 

serta amar Keempat Instruksi Presiden Nomor  10 Tahun 2011 

tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan 

tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut,  Menteri 

Kehutanan menerbitkan:  

“Keputusan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor    

SK.323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif 

Penundaan Pemberian Izin  Baru Pemanfaatan Hutan, 

Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan 

Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan lain, tertanggal 17 

Juni 2011”;

Selanjutnya Menteri Kehutanan melakukan revisi terhadap 

peta indikatif penundaan izin baru pada kawasan hutan setiap 

6 (enam) bulan sekali sebagaimana mandate amar ketiga huruf 
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d dan amar keempat Inpres tersebut diatas telah dilakukan 

revisi sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- Keputusan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  

SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 tentang Penetapan Peta 

Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan 

Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan 

Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain 

(Revisi I) tertanggal 22 November 2011;   

- Keputusan kehutanan Republik Indonesia Nomor  

SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 tentang Penetapan Peta 

Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan 

Hutan, Pengunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan 

Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain 

(Revisi  II) tertanggal 16 Mei 2012; 

- Keputusan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  

SK.6315/Menhut-Vii/IPSDH/2012 tentang Penetapan Peta 

Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan 

Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan 

Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain 

(Revisi III) tertanggal 19 November 2012;  

Berdasarkan seluruh Keputusan Menteri Kehutanan baik dari 

Keputusan Menteri Kehutanan yang pertama s/d Keputusan 

Menteri Kehutanan (revisi III) tersebut diatas telah 

menetapkan kawasan taman hutan raya (TAHURA) Ngurah 

Rai  sebagai  kawasan  hutan/lokasi  yang wajib dilakukan  

penundaan izin sebagaimana yang dimaksud dari instruksi 

Presiden Nomor  10 Tahun  2011 tentang Penundaan 

Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 

Alam Primer dan Lahan Gambut;  

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat 

berkewajiban untuk melaksanakan Inpres tersebut dengan 

melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi 

baru pada kawasan hutan termasuk izin bagi pengusahaan 

pariwisata alam dikawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai  
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mengingat kawasan hutan tersebut adalah kawasan lokasi 

penundaan izin berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru 

sebagaimana keputusan Menteri Kehutanan yang telah 

Penggugat jelaskan di atas;   

h. Bahwa seluruh proses dan prosedur penerbitan KTUN Objek 

Sengketa diterbitkan setelah terbitnya Instruksi Presid 

Republik Indonesia   Nomor  10 Tahun  2011 tentang 

Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata 

Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut tertanggal 20 

Mei 2011 sehingga melanggar dan bertentangan dengan 

instruksi presiden tersebut;  

h. Bahwa demikian pula penerbitan KTUN Objek Sengketa oleh 

Tergugat terbit tertanggal 27 Juni 2011 sehingga secara jelas 

menunjukan bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh 

Tergugat  melanggar Instruksi Presiden Nomor  10 Tahun  

2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan 

Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan 

Gambut tertanggal 20 Mei 2011, sehingga melanggar dan 

bertentangan dengan instruksi Presiden tersebut;   

i. Bahwa keadaan tersebut di atas menunjukan bahwa Tergugat 

tidak mampu melaksanakan Inpres tersebut dengan penuh 

tanggung jawab sebagaimana yang dimandatkan Diktum 

Kedelapan instruksi Presiden Nomor  10 Tahun  2011 tentang 

penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan Tata 

Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut  tertanggal 20 

Mei 2011;   

Bahwa dengan demikian maka secara terang benderang 

keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat (KTUN 

Objek Sengketa) bertentangan dengan Instruksi Presiden 

Nomor  10 Tahun  2011 tentang Penundaan Pemberian Izin 

Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer 

dan Lahan Gambut;  
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B. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat juga bertentangan dengan 

Asas-Asas Umum Pemerintahaan yang Baik (The General Principles Of Good 

Administration):  

1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 6 UU Nomor 28 Tahun   1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik 

adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan 

norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;  

2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor  9 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata 

Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik”;  

Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut dinyatakan “yang 

dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah 

meliputi asas:  

Kepastian hukum;  

- Tertib penyelenggaraan Negara;  

- Keterbukaan;  

- Proporsionalitas;  

- Profesionalitas;  

- Akuntabilitas;  

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  28 Tahun   1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme;  

3. Bahwa menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor  28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah:  

a. Asas Kepastian Hukum. 

Yang dimaksud “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara 

hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;   

Bahwa Keputusan Tergugat  yang memberikan izin pengusahaan 

pariwisata alam kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI sebagaimana 

dalam (KTUN) objek  sengketa dibuat tanpa memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:   

i. Bahwa dalam (KTUN) objek sengketa sama sekali tidak memasukan 

ketentuan bukan sebagai hak kepemilikan atau Penguasaan Taman 

Hutan Raya dan ketentuan berupa larangan untuk menjadikan izin 

usaha penyediaan sarana wisata alam sebagai jaminan atau agunan 

kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 18 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor  36 

Tahun   2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga 

Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya  dan Taman Wisata 

Alam yang menyatakan:  

“Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan dengan 

ketentuan”:    

a. Bukan  sebagai   hak   kepemilikan   atau   penguasaan     

atas kawasan taman nasional , taman hutan raya, atau taman 

wisata alam;   

b. Tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;   

Tergugat hanya mencantumkan ketentuan dari huruf c sampai 

dengan huruf f sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18  Peraturan 

Pemerintah Nomor  36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata 

Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, 

Taman Wisata Alam;   

Dengan demikian tentu saja hal ini bertentangan dengan asas 

kepastian hukum karena dapat saja akibat perbuatan Tergugat yang 

tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan 

diatas akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pengelolaan 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai;  

ii. Bahwa selain hal tersebut, (KTUN) objek sengketa yang dikeluarkan 

oleh Tergugat melanggar norma kepatutan, halmana uraian tersebut 
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telah Penggugat uraikan diatas. Secara singkat ketidakpatutan dalam 

keputusan a quo adalah:   

• Terhadap luas hutan di Bali yang hanya berkisar 22% dari 30% 

luas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Undangan (sehingga luasan hutan di Provinsi Bali masih defisit 

seluas 8% dari luas minimal), namun kebijakan Tergugat  

bukannya menambah luas areal hutan namun malah memberikan 

izin pengusahaan pariwisata alam kepada PT. TIRTA RAHMAT 

BAHARI dengan pembangunan akomodasi pariwisata berupa 75 

penginapan dan akomodasi lain.  Halmana pembangunan 

akomodasi di kawasan hutan mangrove TAHURA  Ngurah    Rai  

setidak-tidaknya akan memberikan pengaruh negatif  terhadap 

ekosistem mangrove. Bila mencermati bahwa potensi akomodasi 

sudah terdapat banyak di luar kawasan mangrove sepatutnya 

kawasan mangrove tidak dibangun akomodasi guna menjaga 

kelestarian ekosistem mangrove;  

• Bahwa Pemberian izin pembangunan 75 penginapan di dalam 

kawasan mangrove TAHURA Ngurah Rai juga sangat tidak 

patut, karena hal tersebut adalah tindakan yang mengingkari 

kebijakan Tergugat mengenai moratorium bagi pembangunan 

bidang usaha jasa akomodasi di Bali Selatan Kota Denpasar, 

Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar yakni Surat Penghentian 

Sementara Penerbitan Persetujuan Prinsip (Pendaftaran 

Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal) untuk Bidang 

Jasa Usaha Akomodasi (Hotel Berbintang dan Hotel Melati) 

melalui Surat Gubernur Bali Nomor  570/1665/BPM tertanggal 

27 Desember 2010. Kebijakan Moratorium tersebut  berlaku 

sejak 5 Januari 2011 hingga adanya kajian detail terhadap 

kelayakan kebutuhan bidang usaha jasa akomodasi (Hotel 

Berbintang dan Hotel Melati) di Provinsi Bali.  

• Bahwa Ketidakpatutan lainnya tentu saja  (KTUN) objek 

sengketa tidak sesuai dengan kampanye dan kebijakan Clean 

and Green oleh Tergugat. Dengan uraian di atas, maka potensi 

penurunan kualitas ekosistem mangrove berbanding terbalik 
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dengan kampanye Tergugat, pun keadaan ini tidak selaras 

dengan yang telah berlebih di wilayah Bali Selatan;  

Berdasarkan uraian diatas telah nyata Tergugat tidak memenuhi asas 

kepastian hukum dalam menerbitkan (KTUN)  objek sengketa;

b.  Asas Tertib Penyelenggara Negara. 

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah 

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan 

dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;  

Bahwa Tergugat menerbitkan (KTUN) objek sengketa  tidak melibatkan 

Wakil Gubernur sebagai bagian dari pemerintah daerah Bali, halmana 

Wakil Gubernur menyatakan perbedaan sikapnya dengan Tergugat yang 

secara tegas menolak(KTUN) objek sengketa;   

Disamping itu, atas pentingnya fungsi mangrove TAHURA Ngurah Rai 

bagi kelestarian lingkungan di Bali serta keselamatan masyarakat dari 

ancaman bencana alam, sepatutnya Tergugat  juga melakukan 

koordinasi kepada DPRD Provinsi Bali. namun ternyata Tergugat tidak 

melakukan koordinasi tersebut halmana terbukti DPRD Provinsi Bali 

menyatakan keterkejutannya sewaktu keputusan a quo yang dikeluarkan 

Tergugat terberitakan media massa;  

Bahwa akibat ketidaktertiban Tergugat dalam pengen-dalian 

penyelenggaraan negara telah menimbulkan ketidakteraturan, ketidak 

serasian, dan ketidakseimbangan halmana secara jelas tersurat dalam 

rekomendasi Nomor  593/3630/DPRD yang pada poin 2 menyatakan: 

“agar antara Gubernur dan Dewan selalu melakukan koordinasi dalam 

membuat kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan 

mangrove yang berada di wilayah Provinsi Bali.”  

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan 

Tergugat  tidak tertib dalam penyelenggaraan Negara;  

c. Asas Kepentingan Umum.

Yang   dimaksud  dengan   "Asas   Kepentingan   Umum"  adalah   asas  

yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, 

akomodatif, dan selektif;   

Bahwa asas kepentingan umum erat kaitannya dengan larangan 

kesewenang-wenangan. Asas ini berperan dalam membatasi 
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penyelenggara pemerintahan yang memiliki kebebasan dalam membuat 

kebijakan. Artinya kebijakan yang diterbitkan tersebut harus selalu 

menimbang-nimbang semua kepentingan yang tersangkut secara 

objektif;   

Bahwa dalam perkara in casu, (KTUN) objek sengketa  yang diterbitkan 

oleh Tergugat dengan telah secara nyata mengabaikan kesejahteraan 

umum, tidak aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kebijakan Tergugat 

yang semata-mata hanya bersandar dan berdasarkan pada pengelolaan 

kawasan mangrove tersebut sebagai TAHURA tanpa memperhatikan 

fungsi kawasan mangrove baik sebagai kawasan perlindungan setempat 

baik, kawasan rawan bencana alam, rawan tsunamai, rawan gerakan 

tanah, kawasan penyangga rawan intrusi air laut termasuk kawasan yang 

rawan liquifaksi dan amblesan. Sehingga hal tersebut menunjukan 

bahwa kebijakan Tergugat  tidak memperhatikan keselamatan 

masyarakat atas bencana alam terlebih dengan adanya bahaya akibat 

perubahan iklim. Kebijakan in casu; (KTUN) objek  sengketa tidak 

adaptif terhadap perubahan iklim dan tidak menunjukan kebijakan 

mitigasi bencana sehingga kepentingan masyarakat untuk merasa aman 

dan terhindar dari bencana alam tidak dapat dijamin oleh Tergugat;  

Bahwa Tergugat tidak pula memperhatikan penolakan dan protes warga 

atau bahkan penolakan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Bali 

termasuk pula Rekomendasi DPRD Provinsi Bali Nomor  593/3630/

DPRD yang pada pokoknya menyatakan:

1. Meminta Gubernur Bali membatalkan kerjasama antara pemerintah 

daerah Provinsi Bali dengan PT. TIRTA RAHMAT BAHARI  yang 

tertuang dalam surat keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/

HK/2012;  

2 Menyatakan: agar antara Gubernur dan Dewan selalu melakukan 

koordinasi dalam membuat kebijakan terkait dengan pemanfaatan 

dan pengelolaan hutan mangrove yang berada di wilayah Provinsi 

Bali sehingga hal ini merupakan pengingkaran dari asas kepentingan 

umum;   

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan 

Tergugat tidak mengutamakan kepentingan umum oleh karenanya 
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keputusan  a quo yang dikeluarkan Tergugat, telah nyata melanggar 

asas kepentingan umum;  

d. Asas Keterbukaan. 

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan 

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia Negara;  

Bahwa selain tidak terbuka atas proses penerbitan izin lingkungan 

dalam hal ini (KTUN)  objek sengketa sehingga menyebabkan 

hilangnya kesempatan partisipasi rakyat untuk mengetahui informasi 

penyelenggaraan negara terkait dengan kebijakan-kebijakan publik dan 

kebijakan lingkungan hidup yang dilakukan Tergugat  dan pada 

akhirnya berakibat hilangnya kesempatan masyarakat untuk 

berpatisipasi dalam pengambilan keputusan menyangkut kebijakan 

lingkungan hidup sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam 

dalil gugatan pada bagian IV angka 2  A  huruf f di atas terkait dengan 

Asas Partisipatif ternyata  Tergugat  juga tidak tunduk dengan asas 

keterbukaan;   

Bahwa ketidak  terbukaan dari  Tergugat  dapat dijelaskan sebagai 

berikut:

i. Bahwa pada tanggal 2 November 2012 Penggugat mengajukan 

permohonan atas Informasi Publik kepada Tergugat melalui Surat 

Nomor  26/ED/WALHI-BALI/IX/2012;   

ii. Yang isinya meminta informasi publik berupa: Surat-Surat, 

Rekomendasi-rekomendasi, Surat Keputusan Data Tambahan yakni:  

Peta Area Rencana Kegiatan, Rencana usaha dan dokumen  UKL/

UPL Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan 

Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali 

seluas 102,22;  

iii. Bahwa permohonan  Penggugat tidak dipenuhi segera oleh Tergugat 

dengan alasan yang tidak rasional dan tidak berdasar melalui Surat 

Nomor  522/1204/Dishut-4 tanggal 24 November 2012 yang pada 

pokoknya menyatakan: Informasi Publik yang diminta belum bisa 
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diberikan karena masih akan dikaji ulang, Tergugat  terkesan 

menutup-nutupi dan mencari-cari alasan untuk tidak memberikan 

informasi sebagaimana yang dimohonkan.  

iv. Bahwa dengan demikian Tergugat  terlihat jelas menutup-nutupi 

informasi terkait (KTUN) objek sengketa, halmana atas permohonan 

informasi publik yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini 

dilakukan oleh WALHI Bali sebagai perwakilan organisasi 

Penggugat  di daerah Bali kepada Tergugat dijawab dengan tidak 

memuaskan dan tidak serta merta memenuhi permohonan informasi 

yang dimohon.   

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas menunjukan bahwa tindakan 

Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan sehingga menyebabkan 

masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya.   

e. Asas Proporsionalitas. 

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara 

Negara;  

f. Asas Profesionalitas.   

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

g. Asas Akuntabilitas.    

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Bahwa dalam seluruh uraian di atas atas (KTUN) objek sengketa telah 

nyata memperlihatkan bilamana keputusan a quo yang dikeluarkan oleh 

Tergugat sejatinya hanyalah untuk kepentingan segelintir orang atau 

kelompok tertentu dalam hal ini hanya bagi kepentingan PT. TIRTA 

RAHMAT BAHARI dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Masyarakat akan makin terpinggirkan hak konstitusionalnya untuk 
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mendapatkan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara 

mutatis mutandis hak masyarakat bebas dari rasa takut akibat ancaman 

bencana alam;   

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan 

Tergugat  menerbitkan KTUN objek   sengketa   tersebut    tidak dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan 

yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum 

tidak tertulis;   

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan 

Tata Usaha Negara yakni: Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-

L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam pada 

blok Pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai 

, Provinsi Bali seluas 102, 22 Ha. (seratus dua koma dua puluh dua 

hektar) kepada  PT. TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 

2012 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan-ketentuan hukum lain telah menimbulkan akibat kerugian 

bagi Penggugat;   

Untuk Alasan Permohonan Penundaan:  

1. Bahwa kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai adalah kawasan 

mangrove atau hutan bakau yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan 

hidup yang signifikan termasuk sebagai kawasan yang mempunyai fungsi 

mitigasi bagi pesisir selatan Pulau Bali sepanjang sebagaimana yang ditetapkan 

sebagai kawasan TAHURA. Sebagaimana yang telah pula diurai pada uraian 

posita Penggugat diatas. Penggugat berkeyakinan jika KTUN objek sengketa 

tersebut dilaksanakan maka akan berdampak buruk bagi kawasan TAHURA 

Ngurah Rai sehingga akan berdampak buruk pula bagi keberlangsungan 

kelestarian alam dan lingkungan hidup serta akan berdampak pada keamanan 

masyarakat dari bencana alam;  

2. Bahwa selain itu permohonan penundaan yang Penggugat  ajukan tidak 

mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dalam rangka pembangunan, 

mengingat penerbitan KTUN objek sengketa tersebut semata-mata hanya bagi 

kepentingan PT. TIRTA RAHMAT BAHARI dan bukan merupakan 

kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang bersifat genting dan 

mendesak untuk dilaksanakan;  
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3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas maka Penggugat 

mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

a quo menunda/menangguhkan pelaksanaan KTUN objek sengketa a quo 

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;  

Bahwa berdasarkan hal-hal  tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:  

Menetapkan bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor  1.051/03-L/HK/2012 tentang 

Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan 

Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas 102, 22 Ha 

(seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI 

tertanggal 27 Juni 2012 ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan 

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;  

B. Dalam Pokok Perkara:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bali Nomor  1.051/03-L/

HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok 

Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi 

Bali seluas 102, 22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT. 

TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 2012;  

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor  

1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam pada 

Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai , 

Provinsi Bali seluas 102, 22  Ha  (seratus  dua  koma  dua  puluh dua hektar)  

kepada   PT. TIRTA  RAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 2012;   

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II 

Intervennsi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya  atas dalil-dalil sebagai berikut:  

Eksepsi Tergugat: 

1. Bahwa Tergugat  dengan tegas menolak segala dalil-dalil Penggugat kecuali 

terhadap apa yang diakui kebenarannya;  

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan Penggugat 

adalah Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian 

Izin Pengusahaan Wisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Raya 
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(TAHURA) Ngurah Rai Provinsi Bali seluas 102,22 Ha (seratus dua koma dua puluh 

dua hektar) pada PT. TIRTA RAHMAT BAHARI yang diterbitkan tanggal 27 Juni 

2012;   

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar kepada Kepaniteraan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 02 Januari 2013 dengan 

alasan Penggugat baru mengetahui  KTUN objek sengketa pada tanggal 06 Oktober 

2012 melalui media masa yang terbit tanggal 06 Oktober 2012 sedangkan KTUN 

objek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2012 sehingga telah melampaui 

jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun  2004 dan diubah dengan Undang-Undang 

Nomor  51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  5 Tahun  

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan gugatan dapat diajukan 

hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat 

diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat  Tata Usaha Negara;  

Alasan  Penggugat  mengajukan  gugatan  masih  dalam  tenggang  waktu  90  

(sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui KTUN objek sengketa 

melalui media masa pada tanggal 06 Oktober 2012 tidak dapat dibenarkan oleh 

karena beberapa hal sebagai berikut:  

a. Bahwa KTUN tidak  bersifat rahasia, melainkan  KTUN dimaksud telah 

disampaikan/ditembuskan kepada instansi pemerintah lainnya sebagaimana 

tersebut dalam daftar tembusan pada KTUN objek sengketa itu sendiri;

b. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor  2 Tahun  1991 yang 

digunakan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan adalah tidak dapat 

dibenarkan, karena SEMA Nomor  2 Tahun  1991 menurut Pasal 7 Undang-

Undang Nomor  12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yang mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan 

berada dibawah Undang-Undang;  

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menurut  Dr. H. IMAM 

SOEBECHI, SH., MH. (Hakim Agung RI) dalam buku Judicial Review Perda 

Pajak dan Retribusi Daerah cetakan I,  Sinar Grafika 2012 hal. 161 menjelaskan 

sebagai berikut:
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“SEMA merupakan salah satu bentuk Quasi peraturan atau legislasi semu 

yang tidak dapat dikategorikan  sebagai peraturan”.

Oleh karenanya maka SEMA tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan 

tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap (KTUN) yang 

diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO dalam bukunya Hukum 

Acara Peradilan Tata Usaha Negara Penerbit Chalia Indonesia 1993 halaman 58 

menulis bahwa “didasarkan dalam kaitan menghitung tenggang waktu 

mengajukan gugatan terhadap  2 (dua) teori yang umum diterima sebagai 

berikut:

1. Verzend theorie (teori pengiriman) bahwa waktu yang dijadikan ukuran 

adalah saat penyerahan atau pengiriman surat keputusan Tata Usaha Negara;

2. Ontvangstheorie (teori penerimaan) bahwa waktu yang dijadikan ukuran 

adalah sejak hari diterimanya surat keputusan atau sepatutnya dianggap telah 

menerimanya;  

Berdasarkan kedua teori  tersebut maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat 

telah melampaui batas waktu  yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni Pasal 

55 Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1986 Jo. Undang-Undang Nomor  9 Tahun 

 2004 Jo. Undang-Undang Nomor  51 Tahun  2009 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat 

diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam gugatannya 

Tertanggal 02 Januari 2013 kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu/kedaluarsa sebagaimana ketentuan 

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun  2004 dan 

diubah dengan Undang-Undang Nomor  51 Tahun  2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 

menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  90  (sembilan 

puluh)   hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara”;  

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat 

pada tanggal 27 Juni 2012, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan 
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Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal  02 Januari 2013 sehingga gugatan 

Penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Sebagaimana  alasan Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal  02 

Januari 2012, karena baru mengetahuinya melalui terbitan media massa tertanggal 

06 Oktober 2012 adalah tidak beralasan karena;

a. Bahwa KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan 

izin lingkungan sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  27 

Tahun  2012 tentang Izin Lingkung,  melainkan Izin Pengusahaan Pariwisata 

Alam, dimana izin tersebut diterbitkan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Periwisata Alam di Suaka 

Margastwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang 

tidak mewajibkan dilakukan pengumuman, karena dalam Undang-Undang 

tersebut tidak ada diatur tentang keharusan untuk diumumkan terlebih dahulu;

b. Bahwa dalil Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang 

Nomor  32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, ada kewajiban mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin 

lingkungan adalah tidak tepat oleh karena Pasal 39 tersebut yang wajib 

diumumkan adalah permohonan dan izin lingkungan, sedangkan KTUN objek 

sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat   bukan merupakan izin lingkungan, 

melainkan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor  36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata 

Alam di Suaka Marga satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman 

Wisata Alam; 

c. Bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor  P.48/

Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam  di Suaka Marga stwa, 

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam tidak mengatur 

tentang kewajiban mengumumkan karenanya terhadap KTUN objek sengketa 

tidaklah ada kewajiban untuk diumumkan;  

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang telah lampau waktu tersebut 

berdasarkan (SEMA) Nomor  2 Tahun  1991 yang digunakan adalah tidak 

dibenarkan, karena SEMA Nomor  2 Tahun  1991 menurut Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor  12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 

mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-

Undang;
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Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menurut Dr. H. IMAM 

SOEBECHI, SH.,MH. (Hakim Agung RI) dalam buku Judicial Review Perda Pajak 

dan Retribusi Daerah Cetakan I, Sinar Grafika 2012 hal, 161 menjelaskan sebagai 

berikut:

“SEMA merupakan salah satu bentuk Quasi peraturan atau legislasi semu yang 

tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan”;

Oleh karenanya, maka sema tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tenggang 

waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap KTUN yang 

diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, dalam bukunya Hukum 

Acara Peradilan Tata Usaha Negara Penerbit Chalia Indonesia 1993 hal. 58, menulis 

bahwa “didasarkan dalam kaitan menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 

terhadap 2 (dua) teori  yang umum diterima sebagai berikut:

- Verzend theorie (teori pengiriman) bahwa waktu yang dijadikan ukuran adalah 

saat penyerahan  atau pengiriman surat Keputusan Tata Usaha Negara;

- Ontvangstheorie (teori penerimaan) bahwa waktu yang dijadikan ukuran adalah 

sejak hari diterimanya surat Keputusan atau sepatutnya dianggap telah 

menerimanya;  

Berdasarkan kedua teori tersebut, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat telah 

melampaui  batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni:  Pasal 55 

Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1986, Jo. Undang-Undang Nomor  9 Tahun  

2004, Jo Undang-Undang Nomor   51 Tahun  2009  tentang  Peradilan Tata Usaha 

Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat 

diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah 

mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2013/ PTUN.DPS.  tanggal  1 Agustus 

2013 yang amarnya sebagai berikut: 

I. DALAM PENUNDAAN  :  

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan  Surat Keputusan Gubernur Bali 

Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Wisata Alam 

pada Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi 

Bali seluas 102,22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT. TIRTA 

RAHMAT BAHARI Tanggal  27 Juni 2012;   

II DALAM EKSEPSI  :      
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Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II  Intervensi;  

III. DALAM POKOK PERKARA :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan batal: Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/ HK/2012 

tentang Pemberian Izin Pengusahaan Wisata Alam pada Blok Pemanfaatan 

Kawasan Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas 102,22 Ha 

(seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada     PT. TIRTA RAHMAT 

BAHARI Tanggal  27 Juni 2012;   

3. Memerintahkan  Tergugat  mencabut   Surat  Keputusan  Gubernur  Bali   Nomor 

1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Wisata Alam pada 

Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan  Raya  (TAHURA)  Ngurah  Rai, Provinsi 

Bali seluas 102,22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT. 

TIRTA RAHMAT BAHARI  tanggal  27 Juni 2012;   

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng 

membayar biaya perkara sebesar Rp1.787.000,00 (satu juta tujuh ratus  delapan 

puluh tujuh ribu Rupiah);   

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan 

Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 183/

B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 28 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:  

- Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para 

Pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 1 Agustus 

2013 Nomor 01/G/2013/PTUN.Dps. 

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 

1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam pada 

Blok Pemanfaatan  Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA)  Ngurah Rai , Provinsi 

Bali  seluas  102,22  Ha  (seratus  dua koma dua puluh dua hektar)  kepada PT. 

TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal  27 Juni 2012;   

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :
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- Menolak  gugatan  Penggugat/Terbanding  untuk seluruhnya; 

- Menghukum  Penggugat/Terbanding  untuk membayar biaya perkara pada kedua 

tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima 

puluh ribu Rupiah); 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  

Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh 

Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

Nomor 07 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 

Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2013/

PTUN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. 

Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan  

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 17 Januari 2014; 

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II pada tanggal  21 Januari 2014 

telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,  diajukan Jawaban 

Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Denpasar masing-masing pada tanggal 04 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah 

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan 

dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun  2009, maka 

secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi   dalam 

Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut: 

I. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA  SURABAYA 

TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Bahwa terlebih dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding hendak 

menyampaikan keberatan secara umum atas pertimbangan hukum Judex Facti 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang sangat menyimpang dari 

substansi permasalahan.  

Bahwa yang menjadi objek  sengketa adalah KTUN yang diterbitkan oleh 

Gubernur Bali. Dan Keputusan Gubernur tersebut bertentangan dengan peraturan-

peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
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2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun  1999 tentang Kehutanan Jo  ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata 

Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Wisata 

Alam, dan bahkan bertentangan dengan keputusan Gubernur sendiri yaitu Surat 

Gubernur Bali Nomor  570/1665/BPM tertanggal 27 Desember 2010. 

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam 

pertimbangannya, telah keluar dari kerangka pokok masalah/sengketa yaitu KTUN 

itu sendiri, dan bahkan mempertimbangkan hal-hal di luar pokok materi masalah 

dengan memaparkan hal-hal yang secara makro dan mikro bersifat abstrak-idealis 

atas KTUN objek  sengketa, tidak melihat akibat jangka panjang. Secara simplistis 

terkesan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima 

pandangan: “Tujuan menghalalkan cara”. Dinyatakan dalam pertimbangan 

hukumnya, KTUN itu punya tujuan baik sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD’45, maka 

apapun boleh dan dapat diterima walaupun melabrak peraturan-peraturan di 

atasnya, bahkan juga peraturan yang dibuat oleh Gubernur sendiri Surat Gubernur 

Bali Nomor 570/1665/BPM tertanggal 27 Desember 2010 tentang Moratorium 

(penghentian sementara) Penerbitan Persetujuan Prinsip (Pendaftaran Penanaman 

Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal) untuk Bidang Jasa Usaha Akomodasi (Hotel 

Berbintang dan Hotel Melati) di 3 wilayah Bali Selatan yakni di Kota Denpasar, 

Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar. Kebijakan Moratorium tersebut berlaku 

sejak 5 Januari 2011 hingga adanya kajian detail terhadap kelayakan kebutuhan 

bidang usaha jasa akomodasi (Hotel Berbintang dan Hotel Melati) di Provinsi Bali. 

Padahal dibalik peraturan-peraturan yang berada di atas KTUN Objek  Sengketa 

(dilanggar oleh KTUN Objek Sengketa itu sendiri)  ada moralitas yang akan dijaga, 

dipertahankan dan dituju sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945, yaitu kelestarian 

alam, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Tahura Ngurah Rai 

sekaligus memberdayakannya dan bukan kesejahteraan investor yakni Termohon  

Kasasi II/semula Tergugat II Intervensi/Pembanding I (PT. TIRTA RAHMAT 

BAHARI).  

Sudah sepantasnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

lebih berfokus pada pokok sengketa yaitu KTUN itu sendiri, sehingga 

pertimbangan-pertimbangannya akan menukik pada fakta-fakta/kebenaran materiil 

di lapangan dan proses keluarnya KTUN, diantaranya : 
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- Benarkah KTUN telah direncanakan dan disiapkan dengan baik? Mulai dari 

penelitian perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik, dan bukan 

perusahaan yang dibuat mendadak dari badan hukum CV. Beralih ke badan 

hukum PT, dan bahkan secara tidak wajar belum berbadan hukum sudah 

menerima KTUN. Lalu adakah Para Termohon Kasasi/semula Para 

Pembanding tersebut melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah 

Tahura setempat sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan pengusahaan pariwisata alam, adakah studi kelayakan yang 

kredibel dan bisa dipertanggung-jawabkan?

- Benarkah KTUN melanggar kawasan Blok Perlindungan TAHURA Ngurah 

Rai? 

- Benarkah Gubernur menerbitkan Surat Gubernur Bali Nomor 570/1665/BPM 

tertanggal 27 Desember 2010 tentang Moratorium (penghentian sementara) 

Penerbitan Persetujuan Prinsip (Pendaftaran Penanaman Modal/Ijin Prinsip 

Penanaman Modal) untuk Bidang Jasa Usaha Akomodasi (Hotel Berbintang 

dan Hotel Melati) di 3 wilayah Bali Selatan yakni di Kota Denpasar, Kabupaten 

Badung, Kabupaten Gianyar dan KTUN Objek Sengketa yang diterbitkannya 

tersebut melanggar keputusannya sendiri ? 

- Benarkah KTUN Objek  Sengketa melanggar Peraturan perundang-undangan? 

- Apakah KTUN Objek  Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik? 

Apa yang dipaparkan di atas adalah fakta-fakta persidangan Majelis Hakim 

Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN – Denpasar), baik berupa alat bukti surat-surat, 

keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat di lokasi Objek sengketa 

oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara di tingkat pertama Denpasar (vide 

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada PTUN 

Denpasar halaman 319 s/d 320). Jadi Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama 

pada PTUN Denpasar telah melihat dan menyaksikan secara jelas semua fakta-

fakta tersebut di atas bahwa KTUN Objek Sengketa itu sama sekali tidak terarah, 

terencana dan terpadu. Oleh karena itu, jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya telah menyimpang dari tugas utamanya yaitu memeriksa 

KTUN objek sengketa dan keluar dari materi pokok pemeriksaan dengan 

menguraikan hal-hal bersifat abstraksi idealis KTUN yang sama sekali tidak 

relevan. 
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Selanjutnya secara lebih khusus dan terperinci Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding akan menyampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan Judex 

Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan a quo, 

sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Banding/Judex Facti  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  

Surabaya Dalam Pertimbangan Hukumnya Telah Melakukan Kekeliruan Fatal 

Atas Cara Pandang Permasalahan.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya tidak melakukan penilaian hukum yang baik, tidak 

cermat dan cenderung melakukan simplikasi dalam pertimbangan hukumnya 

tersebut. Halmana tercantum dari halaman 129 s/d 133 putusan dimaksud, baik 

mengenai : a) Yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat/

Pembanding II (Gubernur Bali) terkait dengan mengenai maksud dan tujuan 

pemberian izin tersebut baik secara makro pada tataran abstrak idealis dan 

secara konkrit dan realis; b) Yang dilakukan oleh Pemohon Yayasan WALHI 

sebagai LSM dan c) Kondisi nyata di lapangan tanah ex objek  perkara. 

Bahwa seluruh pertimbangan tersebut disimpulkan pada pertimbangan hukum 

putusan a quo halaman 133 pada paragraf 3 yang menyatakan sebagai berikut :

“menimbang, bahwa berdasarkan cara pandang a) sampai c)  tersebut dapat 

disimpulkan :

1. Bahwa benturan dan sengketa kepentingan antara Penggugat dan Tergugat 

masih berada pada ranah dan pada tahap awal “rencana pembangunan” yang 

dilakukan oleh Tergugat ;

2. Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan tingkat pertama hal ini 

membawa arti dan akibat polusi dan kerusakan lingkungan sebagai akibat 

sampah yang menggunung akan terus terjadi, karena keadaan di kawasan 

tersebut tidak ada yang mengurus dan mengelola.

Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara  Surabaya dalam pertimbangan a quo adalah kesimpulan yang 

tidak tepat dan tidak berdasar, halmana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa cara pandang  Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  

Surabaya pada kesimpulan angka 1 (satu) di atas sangat keliru; Cara 

pandang tersebut dapat bermakna dan ditafsirkan bahwa benturan atau 

sengketa yang terjadi pada ranah dan pada tahap awal “rencana 
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pembangunan” adalah tidak esensial. Justru di ranah awal, “Rencana 

Pembangunan” tersebut yang harus dikoreksi bila fakta membuktikan 

dengan jelas bahwa KTUN Objek  Sengketa jelas berpotensi merusak 

lingkungan karena dilaksanakan di kawasan yang dilindungi oleh Peraturan 

perundang-undangan yaitu kawasan Blok Perlindungan Tahura Ngurah Rai 

dan sekaligus melabrak ketentuan peraturan di atasnya. 

Bahwa fakta hukum, keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh 

Termohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II (KTUN Objek  

Sengketa) adalah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/

HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok 

Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, 

Provinsi Bali Seluas 102, 22 Ha (Seratus Dua Koma Dua Puluh Dua Hektar) 

Kepada PT. Tirta Rahmat Bahari Tertanggal 27 Juni 2012,  namun dalam 

persidangan terungkap jelas fakta hukum bahwa izin yang diberikan 

Termohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II (Gubernur Bali) kepada  

Termohon Kasasi II/semula Tergugat II Intervensi/Pembanding I (PT. Tirta 

Rahmat Bahari) tidak hanya pada blok pemanfaatan namun sebagian 

rencana pembangunan akomodasi  terbukti berada pada Blok Perlindungan 

Kawasan Tahura Ngurah Rai (vide putusan PTUN Denpasar Nomor 01/

G/2013/PTUN. Dps, halaman 319 paragraf 3). 

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dalam sidang 

pemeriksaan setempat (PS) sebagian besar sarana prasana pariwisata alam 

yang direncakan dibangun berada di vegetasi padat dan jika dilanjutkan 

dapat dipastikan akan membabat pohon bakau dalam jumlah yang besar. 

Oleh karenanya secara hukum maka KTUN yang diterbitkan Termohon 

Kasasi/semula Tergugat/ Pembanding senyatanya telah bertentangan dengan 

hukum dan telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pengusahaan pariwisata lama di kawasan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) yang pada pokoknya melarang pemanfataan akomodasi wisata 

alam di blok perlindungan.  

Walaupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Surabaya 

membedah perkara a quo dengan cara pandang baik  makro maupun mikro, 

hal tersebut tidaklah tepat karena ‘klaim’ niat baik Termohon Kasasi/semula 

Tergugat/Pembanding II tidaklah beralasan. Sebagaimana pertimbangan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Surabaya pada halaman 

130 paragraf 2 yang menyatakan :

“Bahwa maksud dan tujuan pemberian izin tersebut adalah :

Secara makro pada tataran abstrak idealis adalah…, jika pengusahaan 

pariwisata tersebut direalisasikan maka akan dicapai keadaan :

1. Menjaga dan melestarikan kawasan hutan raya di tempat tersebut 

(lingkungan hidup) hal ini diwajibkan bagi Tergugat II Intervensi….”.

Bagaimana mungkin niat dan tujuan baik pemberian izin tersebut untuk 

menjaga kelangsungan hutan mangrove tetapi faktanya malah melanggar 

ketentuan hukum dengan memberikan izin pembangunan akomodasi di 

kawasan blok perlindungan tahura Ngurah Rai (vide Bukti P-36 dicocokan 

dengan bukti T-13), melanggar dan mengingkari kebijakan dari Tergugat 

sendiri untuk melakukan Penghentian Sementara Penerbitan Persetujuan 

Prinsip (Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal) 

untuk Bidang Jasa Usaha Akomodasi (Hotel Berbintang dan Hotel Melati) 

tertanggal 27 Desember 2010, sampai dengan diterbitkannya KTUN Objek  

Sengketa Surat Tergugat masih berlaku (vide alat bukti Surat T-6 dan P-8)? 

Halmana telah pula diuji dalam sidang pemeriksaan setempat dengan 

mencocokan peta zonasi TAHURA Ngurah Rai (vide  alat Bukti P. 36) 

dengan peta site plan (vide Bukti T.13),  terbukti bahwa rencana 

pembangunan 75 unit akomodasi telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) 

huruf c PP Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman 

Wisata Alam. Selain itu terbukti pula berdasarkan sidang pemeriksaan 

setempat rencana pembangunan sarana prasarana berada di kawasan padat 

mangrove sehingga dalam pelaksanaan pembangunannya pasti akan 

menebang dan membabat pohon bakau.  

Oleh karenanya,pada keadaan makro sebagaimana pertimbangan Judex 

Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang terjadi bukanlah 

kelestarian kawasan taman hutan raya (TAHURA) Ngurah Rai tetapi 

sebaliknya dapat dibuktikan bahwa kawasan hutan mangrove tidak akan 

terjaga karena KTUN Objek  Sengketa telah secara nyata memberikan izin 

kepada  Termohon Kasasi II/semula Tergugat II Intervensi/Pembanding I 

untuk melanggar blok perlindungan dan blok perlindungan tersebut diklaim 
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seolah-olah sebagai blok pemanfaatan. KTUN Objek Sengketa sekaligus 

mengizinkan membangun sarana prasarana di kawasan vegetasi padat 

mangrove sehingga pada pelaksanaannya pasti menebang bakau dalam 

jumlah besar.  

Demikian pula dengan  pertimbangan hukum halaman 131 paragraf 1 Judex 

Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Surabaya mengurai secara 

mikro-konkrit dan realistis; 

“Bahwa kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan tersebut 

harus dilaksanakan secara terpadu, terencana dan terarah dalam bingkai 

hukum...dst”.

Cara pandang mikro–konkrit dan realis dari Judex Facti Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. 

Sebaliknya dengan memeriksa secara cermat alat bukti, keterangan saksi 

dan fakta persidangan pemeriksaan setempat maka senyatanya terbukti 

bahwa KTUN Objek  Sengketa justru tidak dilaksanakan dalam bingkai 

hukum sebaliknya bertentangan dengan hukum. 

2. Bahwa pada kesimpulan angka 2 tersebut di atas menyatakan:            

“Gugatan penggugat dikabulkan Pengadilan tingkat pertama hal ini 

membawa arti dan akibat polusi dan kerusakan lingkungan sebagai akibat 

sampah yang menggunung akan terus terjadi, karena keadaan di kawasan 

tersebut tidak ada yang mengurus dan mengelola”. 

Kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Surabaya 

tersebut tentu saja sangat prematur dan mengada-ada. Kesimpulan tersebut 

adalah pertimbangan hukum yang mencampur-adukkan permasalahan, 

selain itu juga penilaian yang penuh klaim dan asumsi serta tidak 

berdasarkan fakta. 

Fakta hukum lainnya yang keliru oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya terkait dengan huruf c) mengenai kondisi nyata di 

lapangan tanah ex objek  perkara adalah :

i. Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya semata–

mata menunjuk bahwa lokasi sengketa sebagai blok pemanfaatan 

kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) seluas 102,22 Ha, padahal 

fakta hukumnya sebagaimana peta zonasi TAHURA Ngurah Rai Tahun  

2007 (vide alat bukti P-36) kawasan tersebut terdiri atas 3 blok yakni 
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Blok Perlindungan, Blok Pembinaan/Pengawetan dan Blok 

Pemanfaatan. 

ii. Berdasarkan pemeriksaan sidang setempat setelah mencocokan peta 

zonasi TAHURA Ngurah Rai Tahun  2007 (vide alat Bukti P-36) 

dengan peta site plan (vide Bukti T-13) terbukti bahwa lokasi sengketa 

bukan hanya di blok pemanfaatan tetapi telah merambah dan masuk 

blok perlidungan halmana sarana prasarana akomodasi berada di Blok 

Perlindungan kawasan TAHURA Ngurah Rai yang dilarang hukum 

untuk izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA) termasuk 

dilarang untuk pembangunan akomodasi/penginapan vide keterangan 

Saksi dari Tergugat/Termohon yakni: Drs I Made Mastra/Saksi   T-2 

dan vide Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, 

Taman Hutan Raya dan Wisata Alam Jo  Peraturan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor  P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan 

Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya dan Taman Wisata Alam). 

iii. Bahwa kekeliruan fakta lainnya, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya menempatkan seolah-olah UPT Tahura Ngurah 

Rai hanya berurusan dengan pengelolaan sejenis wisata padahal tupoksi 

(tugas pokok dan fungsi)nya adalah menjaga dan mengelola kawasan 

Tahura Ngurah Rai termasuk menjaga peruntukan zonasi/blok Tahura 

Ngurah Rai serta menjaga kelestarian kawasan mangrove termasuk dari 

sampah. Fakta bahwa UPT Tahura Ngurah Rai mengelola sejenis wisata 

tidak dapat pula dijadikan alasan pembenar bahwa KTUN objek  

sengketa dapat memberikan izin pembangunan akomodasi (bagian dari 

IUPSWA) di blok perlindungan TAHURA Ngurah Rai.  

iv. Penilaian Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Surabaya 

sangat keliru karena pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas keadaan objek  sengketa 

adalah bermakna pembiaran pelanggaran hukum terhadap kawasan 

hutan mangrove dengan alasan keadaan sampah di kawasan mangrove 

padahal yang sejatinya masih bisa dilakukan dengan kebijakan-

kebijakan lain oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II. 
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Setidak-tidaknya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya, membiarkan adanya KTUN Objek Sengketa yang 

bertentangan hukum dan dalam pelaksanaannya akan menebang pohon 

bakau dalam jumlah besar jika KTUN Objek  sengketa dkabulkan (hal 

ini sudah pasti) dengan alasan pengelolaan sampah yang belum tentu 

akan ditangani pula dengan baik oleh Termohon Ii/semula Tergugat II 

Intervensi (hal ini belum pasti). Hal lain yang nyata adalah Judex Facti 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mencampuradukan 

antara kebijakan pengelolaan sampah dengan penegakan hukum 

lingkungan atas pengelolaan hutan mangrove TAHURA Ngurah Rai 

yang jelas melarang pembangunan akomodasi di blok perlindungan. 

Dengan demikian secara gamblang, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya telah salah mengambil kesimpulan. Seolah-olah di 

kawasan ex objek  perkara tidak ada pihak yang mengurus, padahal fakta 

hukumnya kawasan tersebut diurus oleh satu unit kerja yakni Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Ngurah Rai yang berada dibawah Dinas 

Kehutanan Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali. 

Seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

melihat objek sengketa yaitu KTUN yang diterbitkan secara melawan 

undang-undang dan peraturan-peraturan, harus diganti pula dengan KTUN 

baru yang dipersiapkan dengan baik, tidak merusak kelestarian alam karena 

dilakukan di kawasan blok Pemanfaatan bukan di blok perlindungan, 

berpihak kepada kesejahteraan masyarakat karena masyarakat di sekitar 

Tahura-lah yang mempunyai kepentingan langsung bukan investor instan 

yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali dalam pengelolaan hutan 

Mangrove sehingga sesuai maksud Pasal 33, ayat 3 UUD RI 1945. Yang 

yang penting lainnya agar KTUN yang baru tidak bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik (AAUPB). 

3. Bahwa senyatanya, jika gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ 

Terbanding ditolak maka yang terjadi adalah pohon bakau akan ditebang 

untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan blok 

perlindungan (yang terlarang dibangun akomodasi/ penginapan) akan 

dibangun 75 unit akomodasi/penginapan. Selain itu akan terjadi penebangan 
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pohon bakau dalam jumlah besar karena perencanaan   pembangunan sarana 

prasarana sebagian besar berada di vegetasi padat bakau bukan di lahan-

lahan yang kosong atau lahan yang tidak ditumbuhi bakau. (vide alat Bukti 

P-16 dicocokan dengan alat bukti T -13 dan vide sidang pemeriksaan 

setempat). Dengan demikian, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan 

ketentuan hukum yang terkait dengan pengaturan pengusahaaan pariwisata 

alam di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA). 

Pada titik inilah, terlihat jelas bahwa dengan terbitnya KTUN Objek  

Sengketa, kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ 

Terbanding dirugikan. Oleh Karenanya visi dan misi Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding yang terkait dengan pelestarian lingkungan 

hidup, dirugikan. Berdasarkan paparan diatas terlihat jelas bahwa titik tolak 

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam 

memeriksa dan mengadili dan memutus sengketa a quo telah mengalami 

kekeliruan yang fatal sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak tepat 

dijadikan landasan pertimbangan hukum lainnya. Artinya segala 

pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya selanjutnya dapat dipastikan keliru dan penuh kekhilafan. 

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding 

menolaknya dan berpendapat bahwa kesimpulan tersebut adalah kesimpulan 

yang tidak tepat dalam menilai dan tidak memandang secara keseluruhan 

pokok permasalahan yang digugat oleh Pemohon/semula Penggugat/

Terbanding. Cara pandang Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya tersebut  justru menjauhkan substansi dan pokok 

permasalahan atas terbitnya KTUN Objek  sengketa.

B. Majelis Hakim Banding/Judex Facti  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya Telah Salah Dalam Menilai Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/

G/2013/PTUN.Dps. 

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya pada halaman 133 s/d 138 sangat tidak tepat. Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama 

(PTUN Denpasar) telah tepat dalam mengadili dan telah tepat menerapkan 

hukum materi/hukum sebagaimana mestinya. 

Halaman 67 dari 99 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2014
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Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya  halaman 138 paragraf 2 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan adalah Judex Facti ; menerapkan 

hukum atas suatu fakta, sedang dalam sengketa ini  kepentingan pihak 

Penggugat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 thun 1986 dinilai 

kabur/tidak jelas. Bahwa pelanggaran hukum dan/atau Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Pasal 53 ayat (2)  baru sebatas opini. 

Serta kerusakan lingkungan yang didalilkan Penggugat hanya  

sebatas”kekhawatiran belaka;’’ 

Pada paragraf 3 menyatakan :

’’Menimbang, bahwa karena unsur kepentingan Penggugat  (Pasal 51 ayat 

(1) UU PTUN) tidak terbukti. Selanjutnya hal-hal mengenai tuduhan PMHP 

(Pasal 52 ayat (2)) baik dalam gugatan maupun putusan Hakim Tingkat 

Pertama tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;’’

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding sangat keberatan dengan 

pertimbangan hukum tersebut dan keberatan tersebut akan Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding uraikan secara terperinci sebagai berikut :  

1. Tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon Kasasi/ semula 

Penggugat/Terbanding

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986 

Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2009 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (UU PTUN) maka “seseorang atau Badan Hukum Perdata yang 

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha dapat 

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi 

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan atau tanpa disertai tuntutan 

ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Bahwa hak untuk menggugat yang diatur dalam Pasal 53 tersebut baru dapat 

digunakan, bila yang diberikan hak untuk menggugat itu merasa 

kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha 

Negara yang berupa penetapan tertulis atau beschikking yang dikeluarkan 

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata 

usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 
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seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun  1986).  

Bahwa berkaitan dengan itu, dalam sengketa a quo, Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding merasa kepentingan Pemohon Kasasi dirugikan 

dengan terbitnya Keputusan Termohon Kasasi/ semula Tergugat/Pembanding 

II terhadap objek  sengketa dengan alasan-alasan yang pada intinya adalah 

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding semakin kesulitan mencapai 

visi dan misi karena KTUN Objek sengketa telah melanggar peraturan 

perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik. Untuk membuktikan bahwa  sudah ada 

kepentingan Pemohon Kasasi /semula Penggugat/Terbanding yang dirugikan 

oleh akibat terbitnya KTUN Objek  Sengketa tersebut. Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding telah pula menyampaikan hal-hal mengenai 

hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa tentang kedudukan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ 

Terbanding. 

Mengenai kedudukan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding, 

telah di jelaskan dalam surat gugatan pada Bab I. (Kedudukan dan 

Kepentingan Hukum Penggugat) dari angka 1 s/d 10 (vide  putusan a quo 

halaman 6 s/d 10). Seluruh hal terkait kedududukan hukum Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding telah terurai secara lengkap dan 

terinci sehingga dapat menunjukan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai 

legal standing dan hak untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha 

negara atas keputusan Termohon Kasasi/Semula Tergugat/ Pembanding 

II (KTUN Objek  Sengketa) yang merugikan kepentingan hukum 

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding.  

Pada angka romawi I angka 1 surat gugatan menyebutkan :

“Bahwa Penggugat adalah sebuah organisasi yang berbentuk yayasan, 

bernama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),  yang 

tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat,  berminat bergerak atas 

dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

juga pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hak 

asasi manusia di Indonesia demi kemanusiaan (vide putusan a quo 

halaman 6 s/d 7).
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Pada angka romawi I angka 5 menyatakan :

“Bahwa Penggugat telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/

atau Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) bahwa 

tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 2 

Anggaran Dasar dari Penggugat secara jelas menyebutkan bahwa 

salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah di bidang 

kemanusiaan. Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar  Penggugat 

pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat 

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menjalankan 

kegiatan sebagai berikut  salah satunya adalah : Pengembangan 

Program Lembaga Swadaya Masyarakat’  di dalam :

a. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya 

yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahan;

b. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan 

menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi 

keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak 

mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas”. 

b. Bahwa kepentingan dan legal stading Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding secara hukum telah pula diakui dalam perundang-

undangan telah sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam surat gugatan 

angka romawi I angka 6 yaitu : 

’’Bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun  1999 tentang Jasa 

Konstruksi, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999 tentang 

Kehutanan dimana peraturan tersebut telah mengatur hak gugat 

organisasi untuk kepentingan masyarakat telah diakui sepanjang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
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b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan 

menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut 

adalah untuk kepentingan publik;

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.’’

(vide Putusan a quo halaman 8 s/d 9)

Pada Romawi I angka 7 surat gugatan menyatakan:

“Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat lembaga 

diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), sebagai berikut: 

a. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup 

berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup.

b. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan 

tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya 

atau pengeluaran riil. 

c. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila 

memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum;

2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi 

tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup; dan telah melaksanakan kegiatan nyata 

sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) Tahun 

(vide  Putusan    a quo halaman 9 s/d 10).

Pada Romawi I angka 8 surat gugatan  menyatakan:

“Bahwa kepentingan hukum dan legal standing Penggugat dalam 

mengajukan gugatan bagi kepentingan penyelamatan lingkungan hidup 

ini, juga telah diakui dalam praktek pengadilan dan menjadi 

yurisprudensi, antara lain:

a Putusan Perkara Inti Indorayon Utama (IIU) pada Tahun  1989, dalam 

perkara  Nomor 820/Pdt.G/1988/PN.JKT.PST. dimana Majelis Hakim 

mengakui hak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk 

Halaman 71 dari 99 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan 

lingkungan hidup. Putusan ini kemudian diadopsi dalam Undang-

Undang Lingkungan Hidup yang baru, yaitu Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan 

Hidup selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perindungan Lingkungan 

Hidup.

b Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/PDT.G/2000/

PN.Jak.Sel, Yayasan WALHI melawan PT. Freeport Indonesia.

c. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 

dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor  75/G.TUN/2003/

PTUN.-JKT. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga 

diakui haknya untuk mewakili kepentingan umum/publik sebagai 

Tergugat Intervensi II dalam rangka membela kepentingan 

lingkungan hidup. 

d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  060/PUU-II/2004 

tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun  2004 tentang 

Sumber Daya Air terhadap Undang Undang Dasar 1945.

e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  003/PUU-II/2005 

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2004 tentang 

Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun  1999 tentang 

Kehutanan terhadap Undang Undang Dasar 1945.

f. Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2007 tentang 

Penanaman modal; 

g. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor  04/G/

TUN.SMG, Yayasan WALHI melawan Kepala Kantor Perizinan 

Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik.”

(vide putusan a quo halaman 10 s/d 11)

c. Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat 

bukti sebagai berikut : 

P-10 : Fotocopy sesuai aslinya Akta Pendirian Yayasan Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 

Disclaimer
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yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Arman Lany, SH. di 

Jakarta. 

P-11 : Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM 

RI Nomor C-2898. HT. 01.02 Tahun  2007 tentang Pengesahan 

Akta Pendirian Yayasan  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

tertanggal 10 September 2007. 

P-12 : Fotocopy sesuai aslinya Akta Perbaikan Yayasan Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 tanggal 27 Agustus 

2007 yang dibuat di kantor Notaris dan PPAT, Arman Lany, SH. 

di Jakarta.

P-13 : Fotocopy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 

tanggal 17 Juni 2008 yang dibuat di kantor Notaris dan PPAT, 

Arman Lany, SH. di Jakarta. 

Dan selanjutnya dari P-14 s/d P-18 telah pula diajukan ke persidangan 

(vide putusan a quo halaman 99 s/d 100).

d. Bahwa selanjutnya atas unsur kepentingan Pemohon Kasasi/  semula 

Penggugat/Terbanding telah pula diuraikan dalam Bab II tentang Dasar 

Hukum Gugatan, yang secara tegas pada angka 4 surat gugatan 

menyatakan:

“Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang 

telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa yang mengakibatkan 

kepentingan Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun  2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang 

berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan 

itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan 

ganti rugi dan/atau direhabilitasi;” (vide putusan a quo halaman 15).

Halaman 73 dari 99 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2014
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e. Demikian pula Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding tegaskan 

secara ekplisit pada BAB IV tentang Alasan Gugatan, angka 8 yang 

menyebutkan sebagai berikut :

’’Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan 

Keputusan Tata usaha Negara yakni: Keputusan Gubernur Bali 

Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan 

Pariwisata Alam pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan 

Raya (TAHURA) Ngurah Rai , Provinsi Bali seluas 102,22 Ha 

(seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT. Tirta Rahmat 

Bahari tertanggal 27 Juni 2012 yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain telah 

menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat” (vide putusan   a quo 

halaman 81 paragraf 3). Halmana kerugian Pemohon Kasasi jelas 

adalah semakin sulitnya Pemohon Kasasi dalam mewujudkan tujuan, 

visi dan misi sebagaimana yang termaktub dalam Anggaran Dasar 

dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yakni dalam 

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dalam 

Pasal 2 Anggaran Dasar dari Penggugat secara jelas menyebutkan 

bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah di bidang 

kemanusiaan. Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar, pada 

pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat 

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menjalankan 

kegiatan sebagai berikut , salah satunya adalah: Pengembangan 

Program Lembaga Swadaya Masyarakat  di dalam : 

a. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya 

yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahan; 

b. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhdap lingkungan 

menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi 

keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak 

mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas.‘‘ 

2. Tentang KTUN Objek Sengketa. 

Bahwa yang menjadi objek gugatan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding adalah Keputusan Gubernur Bali (Termohon Kasasi) Nomor 

Disclaimer
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1.051/03-L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam 

pada blok Pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah 

Rai, Provinsi Bali seluas 102,22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) 

kepada PT. Tirta Rahmat Bahari.  

Bahwa KTUN Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang 

terkait dengan tata kelola sektor kehutanan khususnya terhadap kawasan 

hutan mangrove di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali, 

halmana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor  41 Tahun  1999 tentang 

Kehutanan Jo PP Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata 

Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan 

Taman Wisata Alam. Pengelolaan tersebut terkait dengan kelestarian 

lingkungan hidup serta fungsi lingkungan hidup yang diatur dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.  

Untuk kelestarian fungsi lingkungan hidupnya, Tahura Ngurah Rai diatur 

dengan zonasi yakni Peta Zonasi TAHURA Ngurah Rai Tahun  2007 (Bukti 

P-36). Berdasarkan Peta Zonasi tersebut mengatur Zonasi Tahura Ngurah Rai 

menjadi 3 (tiga) Blok (alat Bukti P-36) yaitu: (1) Blok Perlindungan; (2) 

Blok Pengawetan/pembinaan; dan (3) Blok Pemanfaatan. Patut 

dipertimbangkan bahwa Blok Perlindungan adalah blok yang tidak boleh 

dimanfaatkan untuk kepentingan izin usaha penyediaan sarana wisata alam 

(IUPSWA) dan IUPSWA hanya dibenarkan di blok pemanfaatan oleh karena 

akomodasi/penginapan adalah bagian dari IUPSWA maka pembangunan 

akomodasi/ penginapan tidak dibenarkan berada di blok perlindungan (vide 

alat bukti keterangan Saksi Termohon Kasasi/semula Tergugat;  Drs. I Made 

Mastra dan vide; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, 

Taman Hutan Raya dan Wisata Alam Jo Peraturan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia  Nomor  P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan 

Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya 

dan Taman Wisata Alam).

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Termohon Kasasi/ semula 

Tergugat/Pembanding II, mengizinkan pendirian fasilitas akomodasi 

pariwisata berupa: 75 unit penginapan , 5 Unit Kios, 8 Unit Rumah Makan, 
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10 Unit Holdock, 2 Unit Spa, 4 Unit Outbond, 2 Unit Kantor Pengelolaan, 1 

Unit Permainan Air, 2 Unit Lobby, 5 Unit Coffee Shop, 1 Unit Restaurant, 1 

Unit Pool, 1 Unit Gedung Serba Guna, 1 Unit Area Kegiatan Publik, 1 Unit 

Camp Area, sedangkan Toilet, Gazebo dan tempat meditasi jumlahnya 

disesuaikan.  Hal ini sesuai dengan lampiran keputusan a quo yakni gambar 

peta rencana tata letak (site plan), areal usaha sarana pengusahaan pariwisata 

alam sesuai dengan persetujuan prinsip Gubernur Bali Nomor  523.33/873/

Dishut-4 tanggal 29 Juli 2011 di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kota Denpasar Provinsi 

Bali, luas 102, 22 Ha, Skala 1:5000 sebagaimana yang telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam Nomor  SK.77/IV-SET/2012 tentang  Pengesahan Rencana 

Pengusahaan Pariwisata ALam PT. Tirta Rahmat bahari di Blok Pemanfaatan 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Provinsi Bali, Jangka Waktu Tahun  2012 s/

d 2067 (vide alat Bukti T-13).   

Dengan demikian maka KTUN Objek Sengketa adalah Keputusan Tata 

Usaha Negara yang terkait dengan pengelolaan sektor Kehutanan dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya maka Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding  mempunyai hak gugat atas KTUN Objek 

Sengketa karena berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding sebagai organisasi yang bergerak di bidang 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. Halmana KTUN Objek Sengketa 

merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam mencapai 

tujuan, visi dan misi sesuai yang termaktub dalam AD/ART. 

3. Kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding 

telah jelas dan tidak kabur.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya yang menyatakan: “….bahwa pelanggaran hukum dan/atau 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Pasal 53 ayat (2) baru 

sebatas opini. Serta kerusakan lingkungan yang dalilkan Penggugat hanya 

sebatas “kekhawatiran belaka” (vide  putusan a quo halaman 136 paragraf 2) 

adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta hukum, 

mengabaikan alat bukti dan fakta persidangan. 
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Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding sangat keberatan dengan 

pertimbangan hukum tersebut. Terlebih lagi akibat hukum dari pertimbangan 

hukum yang tidak berdasar hukum tersebut menyebabkan Judex Facti 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menolak gugatan Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding. Berikut alasan-alasan keberatan 

Pemohon Kasasi/ semula Penggugat/Terbanding: 

i. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding jelaskan mengenai kerugian yang diderita akibat tindakan 

Termohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II menerbitkan KTUN 

Objek  Sengekta yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Halmana 

mengingat kedudukan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding 

adalah sebagai organisasi yang bergerak pada upaya pelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta pembelaan lingkungan hidup maka penerbitan 

KTUN Objek  Sengketa jelas menyebabkan Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding semakin sulit mencapai tujuan, visi dan misi 

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding. 

ii. Bahwa uraian kerugian tersebut dikarenakan KTUN Objek  Sengketa 

yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II 

(bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan 

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) secara riil berakibat 

kepada terganggunya fungsi kelestarian lingkungan hidup khususnya 

kelestarian dan kualitas ekosistem mangrove di kawasan Taman Hutan 

Raya (TAHURA) Ngurah Rai. Hal tersebut secara terperinci telah 

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding uraikan dalam surat 

gugatan sebagai satu kesatuan terutama pada  Bab IV mengenai alasan 

gugatan. Sehingga senyatanya unsur kepentingan Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding telah secara terang benderang tersurat 

secara eksplisit dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dan/atau 

kekaburan (vide putusan      a quo halaman 23 s/d 81). 

iii. Bahwa selain itu, telah terbukti penerbitan KTUN Objek  Sengketa oleh 

Termohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II bukan hanya 

“potensial” membawa dampak kerusakan lingkungan hidup namun telah 

pasti dan nyata (riil) menyebabkan kerusakan lingkungan dan 
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menurunkan kualitas serta fungsi kelestarian lingkungan dan ekosistem 

Mangrove  Tahura Ngurah Rai diantaranya :

a) Blok perlindungan kawasan Tahura Ngurah Rai diizinkan dan 

dimasukan dalam rencana pembangunan akomodasi pariwisata/

penginapan.

Bahwa berdasarkan  alat Bukti Peta Zonasi Tahura Ngurah Rai Tahun 

 2007 (alat Bukti P-36) selanjutnya dicocokan dengan Peta Site Plan 

Pengusahaan Pariwisata Alam (alat Bukti T-13) yang di dalam 

persidangan pemeriksaan setempat telah pula diperiksa, terbukti 

bahwa rencana pembangunan 75 unit akomodasi berada di Blok 

Perlindungan kawasan Tahura. Halmana Blok Perlindungan adalah 

blok yang tidak diperbolehkan untuk membangun akomodasi atau 

tidak diperbolehkan izin usaha penyediaan sarana wisata alam 

(IUPSWA) harus berada di blok pemanfaatan  dan tidak boleh berada 

di blok perlindungan sebagaimana keterangan Saksi 2, Termohon/

Tergugat  Drs I Made Mastra. (vide pertimbangan hukum pada 

Putusan Nomor 01/G/G/2013/PTUN.Dps halaman 138 s/d 139 dan 

vide Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor  P.48/

Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka 

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata 

Alam).

Bahwa tindakan Termohon Kasasi/semula Tergugat/ Pembanding II 

menerbitkan KTUN Objek Sengketa senyatanya adalah bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Wisata 

Alam. Hal tersebut telah terbukti dan dinyatakan dalam pertimbangan 

hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama (PTUN Denpasar) 

halaman 319 s/d 320 yang menyatakan : 

“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan 

mencocokan Peta Zonasi Tahura Ngurah Rai Tahun  2007 (vide 

Bukti P-36) dengan Peta Site Plan (vide Bukti T-13) menurut 

Majelis Hakim terbukti bahwa rencana pembangunan sarana 

wisata alam khususnya rencana pembangunan 75 (tujuh puluh 
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lima) penginapan berada di blok perlindungan. Sehingga tindakan 

Tergugat menerbitkan KTUN Objek  Sengketa  bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan 

Wisata Alam”. 

Dengan demikian maka terbukti bahwa pelanggaran hukum oleh 

KTUN Objek  Sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/

semula Tergugat/Pembanding II adalah bersifat riil nyata. Dengan 

diberikannya izin pembangunan 75 unit akomodasi di Blok 

Perlindungan TAHURA Ngurah Rai yang dilarang oleh peraturan 

perundang-undangan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, 

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Wisata Alam Jo Peraturan 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor  P.48/Menhut-II/2010 

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa,  Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam) maka 

terbukti KTUN Objek  Sengketa dari  sejak diterbitkan telah 

menurunkan kualitas ekosistem mangrove karena melanggar blok 

perlindungan. Artinya rencana akomodasi yang diberikan izin dalam 

KTUN Objek sengketa ternyata tidak hanya di blok pemanfaatan 

tetapi juga merampas blok perlindungan sehingga blok perlidungan 

kehilangan fungsinya dan “beralih menjadi” blok pemanfaatan. Oleh 

karenanya terhadap hal ini Pemohon membuktikan bahwa 

pelanggaran hukum atas terbitnya KTUN Objek  sengketa tersebut 

bukan hanya opini atau sekedar wacana (ranah rencana 

pembangunan). Bahwa kerusakan lingkungan bukan sebatas 

“kekhawatiran” belaka namun adalah riil-nyata. 

b) Bahwa pembangunan sarana prasarana yang diizinkan dalam KTUN 

Objek Sengketa (telah terbukti dalam pemeriksaan setempat), 

diizinkan di kawasan vegetasi padat bakau sehingga jika KTUN objek 

sengketa dikabulkan dan dilaksanakan maka akan terjadi penebangan 

pohon bakau dalam skala besar, mengingat sebagian besar rencana 
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pembangunan sarana prasarana wisata alam berada di kawasan 

vegetasi padat pohon bakau/mangrove. Hal tersebut terungkap pada:

- Pada sidang pemeriksaan setempat oleh PTUN Denpasar/ 

Pengadilan TUN tingkat pertama, berdasarkan alat bukti dari 

Termohon/semula Tergugat (alat Bukti T-13) menunjukan dan 

membuktikan hampir seluruh rencana pembangunan sarana-

prasarana wisata alam tersebut hendak dibangun di kawasan atau 

lokasi-lokasi yang bervegetasi padat bakau.  

- Hal ini terlihat pada lokasi yang diperiksa pada titik 1 s/d titik 7. 

Dengan melihat padatnya pohon bakau dengan ketinggian rata-

rata di atas ± minimal 2,5 meter, dapat dipastikan dalam 

pembangunan sarana prasarana wisata alam sebagaimana yang 

dizinkan dalam KTUN Objek  Sengketa akan melakukan 

penebangan pohon bakau/ mangrove. bahkan dengan bentuk 

bangunan panggung sekalipun, penebangan pohon bakau tidak 

dapat dihindarkan.  

- Hanya pada titik 5 pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa 

rencana pembangunan coffee shop itu juga berada di lokasi 

vegetasi akar nafas dari pohon mangrove. Namun demikian 

pendirian bangunan tidak dibenarkan berada di atas akar bakau/

mangrove karena merusak mangrove, hal ini dikuatkan oleh 

keterangan Saksi Termohon Kasasi/ semula Tergugat (Saksi T-1) 

yakni Sudrajat Wirapradja, SP. 

Dengan demikian fakta hukum ini membuktikan bahwa kerusakan 

lingkungan kawasan hutan mangrove TAHURA Ngurah Rai yang 

didalilkan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding adalah riil-

nyata dan bukan sebatas “kekhawatiran” semata. Hal ini mengingat 

bahwa berdasarkan peta site plan (vide alat bukti T-13) sebagian 

besar titik koordinat rencana pendirian bangunan sarana prasarana 

wisata alam berada di vegetasi padat bakau. Oleh karenanya jika 

gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding  ditolak dan 

kegiatan pembangunan dilaksanakan sebagaimana KTUN Objek 

sengketa maka senyatanya akan terjadi pembabatan terhadap pohon 

bakau dalam jumlah yang besar. Akibatnya selain rusaknya ekosistem 
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mangrove, penebangan bakau juga akan menyebabkan bencana 

intrusi air lain di daerah sekitar kawan TAHURA Ngurah Rai, 

mengingat fakta hukum bahwa kawasan ekosistem mangrove adalah 

kawasan rawan intrusi air laut yang semestinya menjadi wilayah 

prioritas penambahan tutupan vegetasi untuk mencegah bahaya 

intrusi air laut halmana termaktub dalam berdasarkan arahan zonasi 

Pasal 106 ayat (6) huruf b Perda RTRWP Bali salah satunya adalah:

“...b. prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan 

meningkatkan intensitas tutupan vegetasi...”. 

c) Bahwa demikian pula akibat hukum dari penerbitan KTUN Objek  

sengketa yang memberikan izin pembangunan 75 unit  akomodasi di 

Blok Perlindungan kawasan TAHURA Ngurah Rai adalah 

pelanggaran hukum karena bertentangan dengan kebijakan Termohon 

Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II sendiri untuk melakukan 

moratorium pembangunan akomodasi di Bali Selatan yakni di Kota 

Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, sebagaimana 

melalui Surat Gubernur Bali Nomor 570/1665/BPM tertanggal 27 

Desember 2010 tentang Moratorium (penghentian sementara) 

Penerbitan Persetujuan Prinsip (Pendaftaran Penanaman Modal/Izin 

Prinsip Penanaman Modal) untuk Bidang Jasa Usaha Akomodasi 

(Hotel Berbintang dan Hotel Melati) di 3 wilayah Bali Selatan yakni 

di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar. Kebijakan 

Moratorium tersebut berlaku sejak 5 Januari 2011 hingga adanya 

kajian detail terhadap kelayakan kebutuhan bidang usaha jasa 

akomodasi (Hotel Berbintang dan Hotel Melati) di Provinsi Bali. 

Patut diketahui bahwa lokasi sengketa terletak di wilayah admnistratif 

kota Denpasar sehingga merupakan wilayah yang berlaku kebijakan 

tersebut. Dengan demikian tindakan Termohon Kasasi/Semula 

Tergugat/Pembanding II menerbitkan KTUN Objek Sengketa telah 

bertentangan dengan Surat Gubernur Bali Nomor 570/1665/BPM 

tertanggal 27 Desember 2010 tentang Moratorium (penghentian 

sementara) Penerbitan Persetujuan Prinsip (Pendaftaran Penanaman 

Modal/Ijin Prinsip Penanaman Modal) untuk Bidang Jasa Usaha 

Akomodasi (Hotel Berbintang dan Hotel Melati) di 3 wilayah Bali 
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Selatan yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten 

Gianyar. Dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat 3 PP 36 Tahun  2010. 

Selain itu membuktikan Termohon Kasasi/semula Tergugat/

Pembanding II telah inkonsistensi dan terbukti telah melanggar 

kebijakannya sendiri sehingga melanggar pula asas kepastian hukum 

sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide 

Putusan Nomor 01/G/2013/PTUN.Dps, pertimbangan hukum 

halaman 320 paragraf 1 dan halaman 321 paragraf 1). 

d) Bahwa demikian pula terhadap pelanggaran atas Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik lainnya. Penerbitan KTUN Objek Sengketa 

dilakukan dengan cara-cara yang tidak melibatkan komponen 

masyarakat adat secara proporsional dan tidak adanya informasi yang 

cukup. Keadaan tersebut berakibat terjadinya silang sengkarut 

informasi di masyarakat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/semula 

Tergugat/ Pembanding II tersebut secara nyata bertentangan dengan 

asas keterbukaan. Selain itu adalah KTUN Objek  Sengketa 

bertentangan dengan asas kecermatan dan asas kehati-hatian. 

Halmana telah pula dibuktikan dalam persidangan dan selanjutnya 

telah menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 01/

G/2013/PTUN.Dps. (vide pertimbangan hukum halaman 320 s/d 

halaman 321). 

Bahwa berdasarkan uraian diatas membutikan bahwa senyatanya  

pelanggaran hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

adalah riil dan nyata, bukan hanya sebatas opini dan/atau sebatas 

“kekhawatiran” dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding.  

Terlepas dari pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya yang menganggap masalah ini sebagai sengketa pada tahap 

‘rencana awal’ namun tetap tidak dapat memungkiri/mengabaikan fakta 

hukum bahwa pelanggaran hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik riil-nyata terjadi. 

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding juga keberatan dengan 

pertimbangan hukum dari Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya halaman 136 paragraf 3 yang berpendapat sebagai berikut :
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“Menimbang bahwa jika yang dimaksud Penggugat objek  sengketa 

perkara nantinya potensial membawa dampak kerusakan lingkungan 

Majelis sependapat, tetapi itu “nanti”, karena saat sekarang baru pada 

tahap “rencana”. Sedangkan nanti tersebut kapan; jawabannya adalah jika 

pembangunan infrastruktur selesai dan operasional di lapangan berjalan. 

Disaat inilah  baru ‘potensial’ terjadi kerusakan”.  

Demikian juga  pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya pada paragraf 4 menyatakan :

“Menimbang bahwa mengingat arti ‘potensial itu sendiri bermakna hal-

hal yang masih tersembunyi, belum muncul, belum menjadi riil, jadi bisa 

yadan juga bisa tidak (masih spekulatif), maka sepanjang pengelolaan 

mengenai AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) dilaksanakan 

sebagaimana mestinya, kerusakan lingkungan seperti yang dikhawatirkan 

Penggugat dapat dicegah”. 

Keberatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding atas pertimbangan 

hukum tersebut dapat diurai sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut seolah-olah hanya menempatkan 

kerugian Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding sebagai syarat 

mempunyai kepentingan untuk menggugat hanyalah sebatas pada 

dampak kerusakan lingkungan saja. Padahal Undang-Undang Nomor 5 

Tahun  1986 Jo  Undang-Undang Nomor 51 Tahun  2009 tidak 

membatasi bahwa kerugian gugatan lingkungan semata-mata hanya pada 

terjadiya dampak kerusakan lingkungan namun kerugian yang dimaksud 

adalah jika sebuah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik dan menimbulkan kerugian. Oleh 

karenanya frase “potensial” dampak kerusakan lingkungan yang 

dijadikan titik tekan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya untuk menilai bahwa kepentingan hukum Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding tidak jelas dan kabur adalah 

pertimbangan hukum yang sangat tidak tepat. Pertimbangan hukum 

demikian cenderung menyempitkan makna kerugian yang diderita 

seseorang atau badan hukum perdata yang dimaksud oleh undang-

undang. 
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- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya yang menilai bahwa KTUN Objek  Sengketa ini baru 

tahap awal sehingga “potensial” terjadi kerusakan lingkungan baru dapat 

dinilai setelah pembangunan infrastruktur selesai dan operasional di 

lapangan berjalan, tentu saja pertimbangan hukum yang tidak 

berkesuaian dengan fakta hukum. Karena pada dasarnya frase “potensial” 

tidak selalu bermakna tersembunyi dan spekulatif, namun frase 

“potensial”  dapat pula terukur sehingga pemaknaanya dapat diketahui 

sedari awal atau sejak “rencana awal”. 

- Bahwa potensi dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 

penerbitan KTUN Objek  Sengketa adalah potensi kerugian pelestarian 

lingkungan hidup yang terukur dan dapat dipastikan dampaknya tanpa 

harus menunggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur selesai maupun 

operasional berjalan di lapangan. Dengan pembuktian dan fakta-fakta 

hukum yang terungkap, maka dampak kerusakan lingkungan hidup akibat 

penerbitan TUN Objek  Sengketa dapat dipastikan riil-nyata dan tidak 

bersifat spekulatif. 

Namun akibat dari kelalaian dan ketidakmauan Judex Facti Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa secara cermat 

pembuktian sengketa baik alat bukti maupun fakta-fakta persidangan 

telah membuat pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya menjadi salah. Jika Judex Facti dalam sengketa 

a quo cermat dan tidak lalai maka potensi kerusakan lingkungan dan 

kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai dapat 

diketahui dengan pasti, riil dan nyata. Fakta hukum kerusakan lingkungan 

karena terbitnya KTUN Objek  sengketa telah Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding uraikan diatas;  

a) Terlanggarnya blok perlindungan dengan diizinkan pembangunan 75 

akomodasi. Tidak perlu menunggu pembangunan selesai dan 

operasional di lapangan berjalan untuk mengetahui bahwa 

pembangunan akomodasi tidak diizinkan di blok pemanfaatan tetapi 

diizinkan di blok perlindungan. Demikian juga tidak perlu menunggu 

selesainya pembangunan akomodasi untuk memastikan bahwa hal 

tersebut berakibat hilangnya sebagian blok perlindungan dan 
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terlanggarnya Zonasi Tahura Ngurah Rai yang berakibat menurunnya 

kualitas ekosistem mangrove, karena pada tahap “rencana awal” ini 

rencana pembangunan akomodasi di blok perlindungan  telah 

diizinkan dalam KTUN Objek Sengketa. (vide alat Bukti P-36 

dicocokkan dengan alat Bukti T.13, vide keterangan saksi T-2, Drs. I 

Made Mastra dan vide Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2010 

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Wisata Alam Jo Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia  Nomor  P.48/Menhut-II/2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa,  Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam).

b) Sebagian besar pembangunan sarana prasarana yang diizinkan dalam 

KTUN Objek Sengketa telah terbukti dalam pemeriksaan setempat 

diizinkan di kawasan vegetasi padat bakau. Oleh karenanya tidak 

perlu menunggu pembangunan infra struktur selesai dan operasional 

berjalan di lapangan untuk mengetahui bahwa jika KTUN objek  

sengketa dikabulkan dan dilaksanakan maka akan terjadi penebangan 

pohon bakau dalam skala besar, sehingga akan menimbulkan dampak 

kerusakan lingkungan serta kerusakan kawasan mangrove TAHURA 

Ngurah Rai. Hal lain mengingat kawasan tersebut adalah kawasan 

rawan intrusi air laut maka akan berdampak pada meningkatnya 

intrusi air laut akibat penebangan bakau tersebut (vide alat Bukti T-13 

dan keterangan saksi T-1 dan sakti T-2).  

Sejak  KTUN Objek  Sengketa diterbitkan telah nyata terjadi pelanggaran 

hukum dan melanggar/merampas zonasi TAHURA Ngurah Rai dengan 

memberikan izin pembangunan akomodasi di blok perlindungan, hal 

tersebut menunjukan bahwa KTUN Objek  Sengketa telah menimbulkan 

kerugian terhadap Pemohon Kasasi/ semula Penggugat/Terbanding 

karena melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding makin sulit mencapai tujuan,  visi dan misi yang 

tercantum dalam AD/ART. 

Hal yang patut dipertimbangkan adalah KTUN Objek sengketa tidak 

hanya memberikan izin di blok pemanfaatan (sebagaimana judul dari 
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objek  sengketa) namun telah melebihi bahkan sampai masuk ke blok 

perlindungan tahura. Demikian pula dengan rencana pembangunan yang 

berada di vegetasi padat bakau. Oleh karenanya maka dapat pula 

dibuktikan bahwa dampak kerusakan lingkungan khususnya kerusakan 

ekosistem mangrove TAHURA Ngurah Rai adalah bersifat riil-nyata. 

- Bahwa mencermati pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya pada paragraf 4 yang berbunyi: ”… maka 

sepanjang pengelolaan mengenai AMDAL (analisa mengenai dampak 

lingkungan) dilaksanakan sebagaimana mestinya, kerusakan lingkungan 

seperti yang dikhawatirkan Penggugat dapat dicegah” adalah 

pertimbangan yang menunjukan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya tidak memahami peraturan hukum yang 

terkait dengan sengketa a quo. 

Pertimbangan hukum yang menyatakan AMDAL (Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan) sebagai instrumen izin lingkungan dalam KTUN 

Objek  Sengketa adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum. 

Bahwa dalam PP 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam 

di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman 

Wisata Alam, instrumen hukumnya bukanlah dokumen AMDAL namun 

adalah instrumen hukum berupa dokumen UKL-UPL (Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Halmana 

ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d PP 36 Tahun  2010 yang 

menyatakan: 

“..d. menyusun dan menyampaikan dokumen dokumen upaya 

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;

Oleh karenanya, pertimbangan hukum tersebut dapat dipandang sebagai 

suatu kelalaian dalam beracara (vormverzium). Judex Factie Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak melihat peraturan-peraturan 

tersebut secara utuh dan melihat peraturan-peraturan lain yang berkaitan 

dengan KTUN objek  sengketa. 

- Bahwa patut dipertimbangkan, pelanggaran zonasi TAHURA Ngurah Rai 

khususnya blok perlindungan (dengan rencana 75 unit pembangunan 
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akomodasi/penginapan) dan rencana pembangunan sarana prasarana 

wisata alam yang berada di sebagian besar kawasan padat vegetasi 

mangrove (titik-titik koordinat telah ditentukan pasti dan final dalam peta 

site plan (vide  alat Bukti T-13)) sejatinya tidak berhubungan dengan 

dokumen UKL-UPL (bukan AMDAL). Hal tersebut bukan merupakan 

domain dan/atau cakupan dokumen UKL-UPL (bukan AMDAL),  namun 

hal tersebut telah termaktub jelas dalam KTUN Objek  Sengketa dan 

ditentukan sedari awal pada rencana tata letak/site plan.  Dengan 

demikian dokumen UKL-UPL (bukan AMDAL) tidak berpengaruh 

apapun dan tidak dapat mencegah kerusakan lingkungan serta turunnya 

kualitas ekosistem mangrove yang diakibatkan oleh faktor tersebut diatas. 

Berdasarkan paparan diatas maka senyatanya KTUN Objek  Sengketa 

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 

bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 

oleh karenanya tuduhan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding 

bukanlah sebatas opini dan “kekhawatiran” belaka. Demikian pula atas 

dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove akibat dari 

penerbitan KTUN Objek  Sengketa adalah bersifat riil dan nyata. 

3. Tentang hubungan hukum. 

Bahwa timbulnya hak gugat orang/badan hukum perdata di Pengadilan Tata 

Usaha Negara yang menentukan kriteria kualitas sebagai Persona standi in 

judicio adalah harus adanya hubungan kausal (sebab-akibat) secara langsung 

antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan orang atau badan 

hukum perdata yang menggugat artinya keputusan tata usaha negara yang 

diterbitkan harus langsung berakibat merugikan kepentingan Penggugat 

sehingga atas dasar itu mereka mempunyai hak untuk menggugat keputusan 

tata usaha negara tersebut.

Berkaitan dengan itu, dalam sengketa a quo Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding merasa kepentingan Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding dirugikan dengan terbitnya Keputusan Termohon 

Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II terhadap objek  sengketa dengan 

alasan- alasan yang pada intinya adalah mengalami kerugian karena dengan 

terbitnya KTUN Objek  Sengketa yang bertentangan dengan peraturan 
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perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

(AAUPB) maka Pemohon Kasasi/ semula Penggugat/Terbanding akan 

semakin kesulitan mencapai tujuan, visi dan misi Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 

Secara lebih jelas Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding akan 

uraikan hubungan kausalitas tersebut sebagai berikut:

i Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding sebagai 

adalah sebuah organisasi yang berbentuk yayasan, bernama Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang tumbuh secara 

swadaya di tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar 

kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga 

pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, 

demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia demi kemanusiaan 

(vide putusan a quo halaman 6 s/d 7), selanjutnya tujuan pendirian 

organisasi ini adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup sebagaimana visi misi yang ditegaskan dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan telah pula Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/Terbanding jelaskan dalam surat gugatan 

(vide putusan a quo halaman 7 s/d 8).

ii. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/ semula 

Penggugat/Terbanding telah pula diatur tegas dalam Pasal 92 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU PPLH). Kepentingan hukum dan legal standing 

Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan 

penyelamatan lingkungan hidup ini,  juga telah diakui dalam praktek 

pengadilan dan telah menjadi yurisprudensi, telah tersurat dalam surat 

gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding pada Bab I 

angka 7 dan angka 8 (vide putusan a quo halaman 9 s/d 10), diatur tegas 

pula dalam peraturan perundang-undangan lain yakni Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan  (vide putusan a quo halaman 8 s/d 9).
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iii. Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan KTUN Objek  Sengketa. 

KTUN Objek  Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang 

terkait dengan izin pengusahaan pariwisata alam di kawasan hutan 

mangrove Tahura Ngurah Rai adalah keputusan yang terkait dengan tata 

kelola sektor kehutanan dan terkait erat dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (kedua hal tersebut diatur oleh UU 

Kehutanan dan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup). 

Mengacu kepada kepentingan hukum dan legal standing Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding maka hak gugat telah diatur dalam 

perundang-undangan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding sampaikan diatas sehingga senyatanya Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/Terbanding mempunyai hak gugat atas 

terbitnya KTUN Objek  Sengketa.  

iv. Bahwa KTUN Objek  Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi/ 

semula Tergugat/Pembanding II senyatanya bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan  yakni bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Jo PP Nomor 36 Tahun  2010 tentang Pengusahaan Pariwisata 

Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman hutan Raya dan 

Taman Wisata Alam. Dengan demikian dikarenakan Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding adalah organisasi yang begerak dibidang 

pelestarian fungsi lingkungan hidup maka Pemohon Kasasi/ semula 

Penggugat/Terbanding merasa dirugikan dengan penerbitan KTUN Objek 

Sengketa yakni berupa semakin terhambat dan semakin sulit tercapainya 

tujuan, visi dan misi Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding. 

v. Sehubungan dengan hal itu, Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ 

Terbanding telah pula menyatakan secara eksplisit kerugian yang 

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding derita akibat terbitnya 

KTUN Objek  Sengketa oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding yakni pada pokoknya menyatakan bahwa akibat penerbitan 

KTUN Objek  Sengketa telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat 

yang menyebabkan semakin terhambat dan semakin sulit tercapainya 

tujuan, visi dan misi Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding. 
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vi. Bahwa uraian kerugian tersebut dikarenakan KTUN Objek  Sengketa 

yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan 

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang secara riil 

berakibat kepada terganggunya fungsi kelestarian lingkungan hidup 

khususnya kelestarian dan kualitas ekosistem mangrove di kawasan 

Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai. Hal tersebut secara 

terperinci Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding uraikan dalam 

surat gugatan sebagai satu kesatuan terutama pada  Bab IV mengenai 

alasan gugatan. Sehingga senyataya usur kepentingan Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding telah secara terang benderang tersurat 

secara eksplisit dan telah jelas serta tidak kabur. 

vii. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding justru 

dilakukan agar dapat melindungi dan melestarikan kawasan hutan 

mangrove TAHURA Ngurah Rai dari tata kelola yang tidak baik, 

serampangan dan asal-asalan serta menyelamatkan Tahura Ngurah Rai 

dari kerusakan akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan 

zonasi serta akibat dari diizinkannya pembangunan  di vegetasi padat 

bakau. Penerbitan KTUN Objek  Sengketa tersebut senyatanya semakin 

menghambat dan semakin membuat Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding kesulitan dalam mewujudkan serta mencapai tujuan, visi dan 

misi Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding. 

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian I s/d v, telah menunjukkan 

adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara akibat hukum penerbitan 

KTUN Objek  Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-

udangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 

(2)  dengan kerugian diderita/ dirasakan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding serta kekedudukan dan legal standing Pemohon Kasasi. Artinya 

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding telah secara langsung 

dirugikan oleh terbitnya KTUN Objek Sengketa. Oleh karenanya dapat 

dinyatakan bahwa kualitas Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding 

sebagai Persona standi in judicio  telah terbukti. 

Dengan demikian maka senyatanya Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan 
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(memenuhi Pasal 53 ayat (1)) sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/Terbanding dapat diterima.  

5. Majelis Hakim tingkat pertama (PTUN Denpasar) telah benar dan tepat 

dalam cara mengadili dan menerapkan hukum. 

Berdasarkan seluruh uraian diatas, senyatanya menunjukan penilaian Judex 

Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam seluruh 

pertimbangan hukumnya telah salah. Maka pertimbangan hukum Judex Facti 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  yang menyatakan bahwa 

Majelis Hakim Tingkat Pertama (PTUN Denpasar) telah salah dalam cara 

mengadili dan cara menerapkan hukum materi atas sengketa a quo adalah 

penilaian yang keliru. Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding sangat 

keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut dan sebaliknya Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/Terbanding menilai Majelis Hakim tingkat 

pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah benar dalam cara 

mengadili dan menerapkan hukum materi pada sengketa a quo. Adapun 

alasan keberatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding adalah 

sebagai berikut : 

a. Bahwa seluruh alas hukum yang terkait dengan kepentingan hukum dan 

hak hukum Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding telah 

diuraikan dalam surat gugatan secara terang dan jelas. Halmana telah 

pula diperiksa secara bertahap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat 

Pertama (PTUN Denpsar) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun  1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo  

Undang-Undang Nomor 51 Tahun  2009 tentang Perubahan Undang-

Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Patut dipertimbangkan bahwa pihak Termohon Kasasi/semula Tergugat 

den pihak Termohon Kasasi II/semula Tergugat II Intervensi/Pembanding 

I dalam seluruh tanggapannya (dalam jawab menjawab) bahkan dalam 

seluruh proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah 

mengajukan bantahan/ eksepsi yang terkait dengan kepentingan hukum 

dan hak gugat Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding.  

Bantahan atau keberatan atas hal tersebut tidak  pernah sekalipun pula 

dinyatakan di dalam Kontra Memori Banding oleh Termohon Kasasi/

semua Tergugat/Pembanding II dan Termohon Kasasi II /semula 
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Tergugat II Intervensi/Pembanding I. Hal tersebut dapat dimaknai 

sebagai persetujuan diam-diam oleh Termohon/semula Tergugat dan 

Termohon Kasasi II/semula Tergugat II Intervensi/Pembanding I atas 

kepentingan hukum dan hak gugat Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding dalam sengketa a quo. 

Oleh karena pemeriksaan dan pengujian bertahap telah dilakukan oleh 

Majelis Hakim Tingkat Pertama (PTUN Denpasar) serta tidak adanya 

bantahan/eksepsi dari Termohon Kasasi/semula Tergugat/ Pembanding II 

dan Termohon Kasasi II /semula Tergugat II Intervensi/Pembanding I 

atas kepentingan hukum dan hak gugat dari Pemohon Kasasi/semula 

Penggugat/Terbanding, senyatanya menunjukan bahwa kepentingan 

hukum Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding dalam gugatan 

sengketa a quo telah nyata-nyata terbukti. Artinya pengujian atas Pasal 

53 ayat (1) atas gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding 

sejatinya telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pertama (PTUN 

Denpasar). 

Selanjutnya dihubungkan dengan pengujian Pasal 53 ayat (2) yang telah 

dilakukan dan terbukti hukum bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat/

Pembanding II melakukan perbuatan melawan hukum halmana KTUN 

Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka telah terbukti bahwa 

cara Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama (PTUN Denpasar) dalam 

mengadili sengketa a quo telah tepat dan benar sehingga tidak dapat 

dinilai sebagai cara mengadili yang salah alur/logika ataupun dinilai tidak 

tuntas.  

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya yang menilai bahwa cara Majelis Hakim 

PengadilanTingkat Pertama (PTUN Denpasar) dalam mengadili sengketa 

a quo sebagai salah alur/logika  adalah pertimbangan hukum yang tidak 

tepat. 

b. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya yang menilai bahwa Majelis Hakim 

Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN Denpasar) salah cara penerapan 
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hukum materi/hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya adalah 

pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar.  

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi  Pemohon 

Kasasi/semula Penggugat/Terbanding (pada angka II romawi dari huruf 

A s/d B), mengenai kedudukan hukum dan legal standing Pemohon 

Kasasi, kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/semula Penggugat/

Terbanding akibat penerbitan KTUN Objek Sengketa telah diuraikan 

secara jelas. Uraian tersebut membuktikan senyatanya kepentingan 

hukum Pemohon Kasasi/ semula Penggugat/Terbanding telah jelas dan 

tidak kabur sehingga mempunyai hak untuk melakukan gugatan dalam 

sengketa a quo. 

Selanjutnya telah Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding uraikan 

pula bahwa  perbuatan  melawan  hukum  oleh  Termohon 

Kasasi/semula Tergugat/Pembanding II dalam penerbitan KTUN Objek 

Sengketa a quo halmana KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik. Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding telah 

memaparkan secara terperinci sehingga membuktikan bahwa kerugian 

yang dialami dan dirasakan oleh Pemohon Kasasi adalah jelas dan tidak 

kabur. Oleh karena itu, senyatanya kepentingan hukum Pemohon Kasasi/ 

semula Penggugat/Terbanding-pun telah tepat dan benar dalam gugatan 

sengketa a quo. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan 

Tingkat Pertama (PTUN Denpasar) telah tepat dan benar dalam 

menerapkan hukum materi, oleh karenanya gugatan Pemohon Kasasi/

semula Penggugat/Terbanding patut untuk diterima oleh Judex Juris. 

C. Majelis Hakim Banding/Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya telah memihak dengan mengabaikan kontra memori banding dari 

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding. 

Bahwa jika dicermati tidak satupun ada dalil-dalil dari Memori Banding dari 

Para Termohon Kasasi yang beralasan hukum. Bahkan tidak satupun alasan-

alasan hukum dalam memori banding Para Termohon Kasasi yang merupakan 

alasan hukum baru kecuali hanya berupa pengulangan-pengulangan. Terkait 
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dengan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

sejatinya tidak ada satupun alasan-alasan memori banding Para Termohon  

Kasasi yang relevan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Surabaya. Sebaliknya alasan-alasan dalam kontra memori 

banding dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding sangat beralasan 

hukum namun serta merta dikesampingkan. Oleh karena pertimbangan hukum 

dari Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sangat khilaf 

dan keliru maka pertimbangan hukum tersebut patut ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat: 

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Judex Facti 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Judex Facti 

Tingkat Pertama sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti sudah tepat dan benar, karena 

objek perkara baru pada tahap rencana dan merupakan perkiraan yang bersifat 

potensial membawa dampak kerusakan lingkungan  yang  belum dapat diukur 

intensitasnya, olehkarena itu belum dapat dikatakan bahwa penerbitan Surat 

Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan 

kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat 

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam 

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya 

berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1985 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2004 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan 

Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: YAYASAN 

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)  tersebut harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon 

Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar 

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; 

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun  2009,  Undang-

Undang Nomor  5 Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun  2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor  51 Tahun  2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang 

terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN WAHANA 

LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)  tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung  pada 

hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda 

Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan 

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  Ketua  Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. 

dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, 

SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:               Ketua Majelis, 

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.                Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

        Panitera Pengganti,

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH

Biaya-biaya:  

Halaman 95 dari 99 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2014
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai ………..…........ Rp     6.000,00        
2. Redaksi ……………….. Rp     5.000,00
3. Administrasi …..…....... Rp 489.000,00  
   Jumlah ………………… Rp 500.000,00  

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera 

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96


